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MOTTO 

 

                       ...... 

“Jika kamu berbuat baik (berarti) kamu berbuat 

baik bagi dirimu sendiri dan jika kamu berbuat 

jahat, Maka (kejahatan) itu bagi dirimu sendiri.” 

(Q.S. Al-Isra’: 7) 

 

“Jangan mengembalikan sesuatu yang tidak baik 

yang kau dapatkan dari orang lain, tetapi jadikanlah 

itu sebagai peringatan agar kau tidak melakukan hal 

yang sama. Jadilah versi terbaik dari dirimu 

sendiri.” 

(Penulis) 
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ABSTRAK 

Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Jasa 

Perantara Jual Beli Kopi Di Desa Tanjung Aur Kecamatan 

Maje Kabupaten Kaur. Oleh: Siti Afifah Nurullah, NIM: 

1811120076. 

Pembimbing I: Dr. H. Khairuddin Wahid, M.Ag dan Pembimbing 

II: Ifansyah Putra, M.Sos 

 

Ada dua permasalahan yang dikaji dalam skripsi ini, yaitu (1) 

Bagaimana praktik jasa perantara jual beli kopi di Desa Tanjung 

Aur Kecamatan Maje Kabupaten Kaur, (2) Bagaimana Tinjauan 

Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik jasa perantara jual beli 

kopi di Desa Tanjung Aur Kecamatan Maje Kabupaten Kaur. 

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana 

praktik jasa perantara jual beli kopi di Desa Tanjung Aur 

Kecamatan Maje Kabupaten Kaur dan untuk mengetahui 

bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik 

jasa perantara jual beli kopi di Desa Tanjung Aur Kecamatan 

Maje Kabupaten Kaur. Jenis penelitian yang akan dilakukan yaitu 

penelitian lapangan (field research) dengan menggunakan 

penelitian kualitatif. Informan ditentukan dengan teknik 

purposive sampling. Yang menjadi informan dalam penelitian ini 

adalah petani kopi dan perantara jual beli. Jumlah informan yaitu 

14 orang. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa: (1) Praktik 

jasa perantara jual beli kopi di Desa Tanjung Aur dilakukan 

antara petani kopi dan perantara jual beli. Petani memberikan 

kuasa kepada perantara untuk menjualkan hasil kopi yang mereka 

peroleh kepada pedagang besar atau pembeli hasil pertanian 

berjumlah besar. Setelah kopi terjual baru kemudian petani akan 

menerima hasil penjualan yang diberikan perantara. (2) Tinjauan 

Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik jasa perantara jual beli 

kopi di Desa Tanjung Aur hukumnya Haram atau tidak 

diperbolehkan. Sebagaimana yang ditegaskan dalam Al-Qur‟an 

As-Syu‟ara ayat 183 yang artinya Dan janganlah kamu 

merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu 

merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan, dan sesuai 

dengan kaidah fiqih yaitu kemudharatan hendaklah dihilangkan. 
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Sehingga suatu perbuatan yang dapat mendatangkan 

kemudharatan atau kerugian antara satu pihak dengan yang lain 

tidak diperbolehkan. 

 

Kata Kunci : Jual Beli, Perantara (Samsarah), Hukum    

Ekonomi Syariah. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Islam adalah suatu sistem dan jalan hidup yang utuh 

dan terpadu (comprehensive way of life). Yang memberikan 

panduan dinamis dan logis terhadap semua aspek 

kehidupan termasuk sektor bisnis dan transaksi. Di sisi lain, 

sesuai dengan perkembangan peradaban manusia, berkat 

kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi modern, banyak 

bermunculan bentuk-bentuk transaksi yang belum 

ditemukan pembahasannya dalam fikih klasik. Dalam kasus 

seperti itu tentunya seorang muslim harus 

mempertimbangkan dan memperhatikan apakah transaksi 

yang baru muncul itu sesuai dengan dasar-dasar dan 

prinsip-prinsip muammalah yang disyariatkan.
1
  

Banyak sekali usaha-usaha yang dilakukan manusia 

untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam transaksi saja 

para ulama menyebutkan tidak kurang dari 25 macam, 

                                                           
1
 Muhammad Syafi‟i Antonio, Bank Syariah dari teori ke praktik, 

(Jakarta: Gema Insani, cet ke-1, 2001),  h. 5 
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antara lain: jual beli „Innah (transaksi pembayaran 

dibelakang),  jual beli al-urb (jual beli dengan pengikat 

uang muka), jual beli ahlul-hadhar (orang kota) dengan al-

badwu (orang desa), khiyar, jual beli ushul dan tsamr 

(buah-buahan), salm (pesanan), istishna‟ (persyarikatan), 

ijarah (sewa menyewa), wadi‟ah (barang titipan) dan lain 

sebagainya. Semua tersebut tentu membutuhkan 

penyelesaian dari sisi Hukum Islam (fiqih), penyelesaian 

yang di satu sisi tetap Islam dan di sisi lain menyelesaikan 

masalah kehidupan yang nyata.
2
 Kemudian dalam 

muamalah juga terdapat beberapa model kerjasama yang 

dikenal seperti muzara‟ah, mukhabarah, ijarah, musaqah, 

syirkah , mudharabah , dan samsarah. 

Nilai-nilai  dari sistem ekonomi di dalam Islam 

menganjurkan cara-cara yang baik, tidak bathil, tidak 

berlebih-lebihan, jauh dari unsur riba, maisir (spekulasi), 

dan gharar (tidak jelas) dalam mendapatkan harta. Selain 

                                                           
2
 A. Djazuli, Kaidah Kaidah Fikih, (Jakarta: Kencana, 2017), cet ke- 

1, h. 130. Lihat juga, Moh. Adib bisri, Terjemah Al Faraidul Bahiyyah risalah 

Qawa-id Fiqh, (Kudus: Menara, 1977), h. 11 
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itu, setiap perolehan harta harus mempertimbangkan antara 

kehidupan dunia dan akhirat, sehingga nilai-nilai Ilahiyah 

tidak diabaikan. Selain itu, prinsip-prinsip perjanjian 

syariah merupakan prinsip perjanjian (asas-asas al-uqud) 

yang merupakan cerminan dari bentuk perjanjian ekonomi 

Islam, yakni sebagai berikut: Pertama, prinsip ridha‟iyyah 

(kerelaan), Kedua, prinsip manfaat, Ketiga, prinsip 

keadilan, Keempat, prinsip saling menguntungkan.
3
 

Salah satu bentuk muamalah yang disyariatkan oleh 

Allah adalah jual beli. Hal ini ditegaskan dalam firman 

Allah SWT: 

             

             

                     

                 

                                                           
3
 Faisal, Hukum Ekonomi Islam, (Lhokseumawe : Unimal Press, 

2015), h. 27  
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Artinya:  

Orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak 

dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang 

kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. 

Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan 

mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu 

sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual 

beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah 

sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus 

berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang 

telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan 

urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali 

(mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-

penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya. (Q.S. Al-

Baqarah: 275). 

 

Jual beli dalam praktiknya harus dikerjakan secara 

jujur agar tidak terjadi saling merugikan, menghindari 

kemudharatan dan tipu daya, sebaliknya justru dapat 

mendatangkan kemaslahatan. Dengan demikian, setiap 

muslim berkewajiban mentaati seluruh peraturan hukum 

atau norma jual beli tersebut tatkala melaksanakan transaksi 

jual beli. Keberadaan hukum dituntut untuk merespon 
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segala problematika dan berbagai persilangan kepentingan 

masyarakat.
4
 

Ada beberapa pengusaha atau pelaku bisnis muslimin 

yang mengabaikan mempelajari muammalah. Fenomena ini 

menuntut peran dari hukum Islam untuk menjawab 

permasalahan yang terjadi. Terutama bagaimana cara 

menyikapi sistem ekonomi yang memegang peran penting 

dalam dunia bisnis, mampukah memberi solusi terbaik atas 

fenomena yang terjadi dewasa ini, sebagai agama yang 

mampu mengikuti zaman yang diyakini Islam mampu 

menjawab permasalahan yang terjadi. 

Islam mensyariatkan jual beli dengan wakil karena 

manusia membutuhkannya. Tidak semua manusia 

berkemampuan untuk menekuni segala urusannya secara 

pribadi. Ia membutuhkan kepada pendelegasian mandat 

orang lain untuk melakukannya sebagai wakil darinya, 

yaitu orang menjalankan usaha sebagai perantara, yakni 

                                                           
4
 Sabian Utsman, Dasar-Dasar Sosiologi Hukum Makna Dialog 

antara hukum dan masyarakat, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009),  h. 333. 
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perantara antara penjual dan pembeli untuk melaksanakan 

transaksi jual beli.  

Jasa perantara dalam perdagangan yang 

menjembatani penjual dan pembeli, di zaman kita ini sangat 

penting artinya dibandingkan dengan masa-masa yang telah 

lalu, karena terikatnya hubungan perdagangan antara 

pedagang banyak dan pedagang perorangan, sehingga jasa 

perantara sangat berperan penting. Jasa perantara dalam 

Islam disebut simsar merupakan perantara dalam proses 

jual beli barang atau jasa. Jasa perantara tidak perlu modal 

uang karena ia hanya bertugas menawarkan barang yang 

akan dijual kepada pembeli.
5
 Berdagang secara simsar ini 

dibolehkan dalam agama selama pelaksanaannya tidak 

mengandung unsur penipuan. Dengan demikian antara 

pemilik barang dan makelar dapat mengatur suatu syarat 

tertentu mengenai jumlah keuntungan yang diperoleh oleh 

pihak makelar untuk menghindari jangan sampai terjadi 

                                                           
5
 Boentarto, Kiat Sukses Jual Beli Mobil, (Jakarta: Puspa Swara, 

2005), h. 42. 



7 
 

 

hal-hal yang tidak diinginkan, maka barang-barang yang 

akan ditawarkan dan diperlukan harus jelas.
6
 

Di Desa Tanjung Aur Kecamatan Maje Kabupaten 

Kaur mayoritas masyarakat bekerja sebagai petani. Desa 

Tanjung Aur  memiliki lahan kelola perkebunan kopi seluas 

704 hektar. Satu Kepala Keluarga menggarap lahan paling 

sedikit 4 hektar dan paling banyak 10 hektar.
7
 Desa 

Tanjung Aur merupakan salah satu desa di Kabupaten Kaur 

yang akses jalannya belum tersentuh pembangunan. Untuk 

memasarkan hasil pertanian masyarakat Desa Tanjung Aur 

harus menempuh perjalanan sejauh puluhan kilometer, yang 

mana jalan akan dipenuhi lumpur ketika musim hujan. 

Sehingga masyarakat lebih memilih menggunakan jasa 

perantara untuk memasarkan hasil pertanian mereka. 

Karena dengan menggunakan jasa perantara, pemasaran 

hasil pertanian lebih mudah dilakukan, petani tidak harus 

                                                           
6
 M. Ali Hasan, Masail Fiqhiyah, (Jakarta: Rajawali Pers, 2003), h. 

132-133. 
7
 Boy Jerry Wven Sembiring, Tanti Budi Suryani, Bagas Yusuf 

Kausan, Ekonomi Nusantara Tawaran Solusi Pulihkan indonesia, (Jakarta: 

Eksekutif Nasional WALHI, 2021), h. 83. 
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mengangkut berulang kali  hasil pertanian mereka yang 

tentunya akan lebih menghemat waktu dan tenaga.
8
 

Berdasarkan wawancara awal peneliti kepada Bapak 

Sugiarto, salah seorang petani kopi di Desa Tanjung Aur. 

Biasanya hasil panen kopi akan diserahkan kepada seorang 

perantara untuk kemudian dijual. Antara petani pemilik 

kopi dan perantara penjualan tidak adanya perjanjian 

tertulis atau kesepakatan-kesepakatan tertentu, mengenai 

kerjasama jual beli yang dilakukan. Jual beli dengan jasa 

perantara dilakukan dengan asas saling percaya antara 

kedua belah pihak. Kopi yang telah diserahkan kemudian 

dilakukan penimbangan untuk mengetahui berapa berat 

kopi yang akan di jual. Dalam penimbangan perantara akan 

memotong hasil timbangan sampai 5 kilogram dalam sekali 

penimbangan dengan rata-rata berat 100-120 kilogram. Hal 

ini dilakukan dengan alasan untuk resiko penyusutan. 

Setelah dilakukan penimbangan perantara kemudian 

melakukan penjualan, biaya penjualan yang dibebankan 

                                                           
8
 Observasi sementara 6 September 2021. 
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perantara kepada petani yaitu sebesar Rp. 1.000,. 

perkilogram. Dalam transaksi jual beli perantara tidak 

melakukan konfirmasi atau sekedar memberikan informasi 

mengenai kesepakatan harga antara perantara dan pembeli. 

Petani hanya akan menerima hasil penjualan yang diberikan 

perantara. Harga penjualan menggunakan jasa perantara 

dengan harga penjualan langsung oleh petani biasanya 

berbeda, perbedaan harga mencapai Rp. 5.000,. 

perkilogram.
9
 

Jika berdasarkan pada konsep jasa perantara atau 

samsarah dalam ekonomi islam, resiko penyusutan tidak 

dibebankan kepada perantara. Menurut Hamzah Yakub, 

samsarah adalah pedagang perantara yang berfungsi 

menjualkan barang orang lain dengan mengambil upah 

tanpa menanggung resiko.
10

 Kemudian mengenai  

kesepakatan harga penjualan antara perantara dan pembeli, 

seharusnya perantara melakukan konfirmasi atau meminta 

                                                           
9
 Bapak Sugiarto, Petani Kopi, Wawancara Awal Tanggal 6 

September 2021. 
10

 Hamzah Yakub, Kode Etik Dagang Menurut Islam: Pola 

pembinaan Hidup dalam Perekonomian, (Bandung, CV.Diponegoro, 1992), h. 

269. 
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persetujuan kepada petani selaku pemilik barang untuk 

kemudian melanjutkan transaksi jual beli. Transparansi 

seorang perantara kepada petani selaku pengguna jasa 

perantara perlu dipertanyakan. Sehingga adanya 

ketidaksesuaian dalam praktik perantara jual beli kopi yang 

terjadi, dengan konsep perantara atau samsarah dalam 

Islam.  

Berdasarkan hal tersebut peneliti merasa pentingnya 

melakukan penelitian untuk mengetahui kebenaran dan 

keadilan mengenai praktik jasa perantara jual beli kopi 

yang terjadi. Dan akan menuangkannya dalam sebuah karya 

ilmiah (Skripsi) dengan judul “Tinjauan Hukum Ekonomi 

Syariah Terhadap Praktik Jasa Perantara Jual Beli Kopi Di 

Desa Tanjung Aur Kecamatan Maje Kabupaten Kaur”. 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana praktik jasa perantara jual beli kopi di 

Desa Tanjung Aur Kecamatan Maje Kabupaten Kaur? 
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2. Bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah 

terhadap praktik jasa perantara jual beli kopi di Desa 

Tanjung Aur Kecamatan Maje Kabupaten Kaur? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah tersebut tujuan 

penelitian dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui bagaimana praktik jasa perantara 

jual beli kopi di Desa Tanjung Aur Kecamatan Maje 

Kabupaten Kaur. 

2. Untuk mengetahui Bagaiaman Tinjauan Hukum 

Ekonomi Syariah terhadap praktik jasa perantara jual 

beli kopi di Desa Tanjung Aur Kecamatan Maje 

Kabupaten Kaur. 

D. Kegunaan Penelitian 

Berdasarkan penjelasan yang telah dipaparkan penulis 

diatas, kegunaan penelitian ini yaitu: 

1. Secara Teoritis 

Secara teoritis, kegunaan dari hasil penelitian 

ini diharapkan agar menjadi bahan pendalaman 
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maupun pengembangan ilmu pengetahuan yang 

berhubungan dengan Hukum Ekonomi Syariah 

berkaitan dengan jasa perantara atau makelar 

(simsar). 

2. Kegunaan Praktis 

a. Bagi peneliti, yaitu sebagai sarana untuk 

memperdalam dan mengembangkan ilmu 

pengetahuan, serta untuk memenuhi salah satu 

syarat mendapatkan gelar Sarjana Hukum. 

b. Bagi Fakultas Syariah dan Prodi Hukum 

Ekonomi Syariah, yaitu dapat dijadikan sebagai 

bahan tambahan informasi dan tambahan 

kepustakaan dalam mengembangkan ilmu 

Hukum Islam yang berkaitan dengan Hukum 

Ekonomi Syariah (Muammalah). 

c. Penelitian yang dilakukan di Desa Tanjung Aur 

Kecamatan Maje Kabupaten Kaur ini dengan 

tujuan agar dapat membantu memberi 

pemahaman sehingga berguna bagi masyarakat. 
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E. Penelitian Terdahulu 

Sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian ini 

akan dicantumkan beberapa penelitian terdahulu dari 

beberapa peneliti yang pernah penulis baca, yaitu sebagai 

berikut: 

Pertama, Ressa Felinda (2020), dengan judul Skripsi 

Praktik Makelar Ditinjau Dari Hukum Ekonomi Syariah 

(Studi Kasus di Konveksi Amin Kelurahan Ganjar Agung 

Kota Metro). Berdasarkan hasil penelitian dapat 

disimpulkan bahwa praktik makelar di Konveksi Amin 

melibatkan penjual, makelar dan pembeli. Mekenisme yang 

dilakukan adalah di Konveksi Amin meminta makelar 

untuk menjualkan atau memasarkan barang-barang 

konveksi yang ada di di Konveksi Amin. Dalam 

memberikan upah, pihak konveksi Amin tidak 

melaksanakan kewajibannya sesuai dengan akad awal yakni 

hanya memberikan 6,7% dari total penjualan. Sehingga 

pihak makelar dan Konveksi Amin melakukan musyawarah 

dan mendapatkan kesepakatan baru yakni pihak Konveksi 
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Amin memberikan upah sebesar 10% kepada makelar 

walaupun makelar tidak memenuhi target penjualan sebesar 

Rp. 125.000.000,-. Kesepakatan baru tersebut telah 

disetujui oleh kedua belah pihak yang berakad. Dari praktik 

makelar yang ada di Konveksi Amin, maka Hukum 

Ekonomi Syariah mengatakan sah menyewa kemanfaatan 

(jasa) pekerjaan makelar. Namun dalam kasus ini, pihak 

konveksi amin tidak memenuhi kesepakatan awal. Hal ini 

tidak diperbolehkan karena terdapat unsur kezaliman dalam 

pemenuhan hak dan kewajiban yang tidak dibenarkan 

dalam Islam.
11

 

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan 

penulis lakukan yaitu sama- sama membahas mengenai jasa 

perantara atau makelar. Perbedaannya yaitu dalam 

penelitian ini membahas mengenai pembayaran upah jasa 

makelar dalam menjualkan dan memasarkan barang-barang 

                                                           
11

 Ressa Felinda, Praktik Makelar Ditinjau Dari Hukum Ekonomi 

Syariah (Studi Kasus di Konveksi Amin Kelurahan Ganjar Agung Kota Metro), 

(Metro: Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institu Agama Islam 

Negeri Metro, 2020). 
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konveksi. Sedangkan penelitian yang akan penulis lakukan 

yaitu mengenai praktik jasa perantara jual beli kopi. 

Kedua, Hermansyah (2017), dengan judul Skripsi 

Praktik Makelar Jual Beli Mobil  Bekas di Showroom Dira 

Motor Palangka Raya (Perspektif Hukum Ekonomi 

Syariah). Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan 

bahwa yang melatar belakangi menggunakan jasa makelar 

adalah profesi dapat dijadikan sebagai profesi sampingan, 

adanya keterbatasan waktu yang dimiliki sehingga tidak 

dapat langsung melakukan transaksi dan sumber daya 

manusia yang memiliki keterbatasan kemampuan dalam 

bidang alat transportasi. Dalam bentuk praktiknya Hi dan 

RH menerapkan transparansi yang berasaskan keadilan, 

kejujuran, keridhaan dan kemanfaatan penggunaan jasa 

makelar. Dari praktik makelar telah memenuhi 

terbentuknya akad wakalah serta menerapkan transparansi 

yang menimbulkan kemaslahatan bagi pihak yang terlibat 

dalam transaksi mobil bekas di Showroom Dira Motor 

Palangka Raya sehingga praktik makelar yang diterapkan 
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Hi dan RH diperbolehkan dalam Hukum Ekonomi Syariah. 

Sedangkan AJ dalam praktiknya berperan sebagai jembatan 

penghubung dengan memberikan informasi dengan melebih 

lebihkan informasi dan tidak ada memberikan pertanggung 

jawaban.
12

 

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan 

penulis lakukan yaitu sama-sama membahas mengenai jasa 

perantara atau makelar. Perbedaannya yaitu dalam 

penelitian ini membahas mengenai akad  penggunaan jasa 

makelar dalam jual beli mobil bekas. Sedangkan penelitian 

yang penulis lakukan yaitu membahas mengenai praktik 

jasa perantara dalam jual beli kopi. 

Ketiga, Muhammad Ridwan Asy‟ari (2016), dengan 

judul Skripsi Praktik Kemakelaran Dalam Jual Beli Kelapa 

Studi Kasus di Desa Ngeseng, Gemolong, Sragen. Hasil 

dari penelitian ini menunjukkan bahwa: Berdasarkan 

analisis yang dilakukan penyusun menggunakan pandangan 

                                                           
12

 Hermansyah, Praktik Makelar Jual Beli Mobil  Bekas di Showroom 

Dira Motor Palangka Raya (Perspektif Hukum Ekonomi Syariah), (Palangka 

Raya: Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri 

Palangka Raya, 2017). 
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baik Al-Qur‟an maupun hadits sebagaimana yang ada 

dalam pembahasan sebelumnya mengenai panjar praktik 

jual-beli kelapa sistem panjar di Desa Ngeseng Gemolong 

Sragen Jawa Tengah bahwasanya praktik berlangsung 

karena adanya faktor Sumber daya Manusia (SDM) dan 

faktor ekonomi. Praktik jual beli kelapa sistem panjar di 

Desa Ngeseng Gemolong Sragen Jawa Tengah dengan 

sistem itu tidak diperbolehkan, karena ada akad yang rusak 

dari praktik jual beli yang dilakukan. Oleh karena itu 

praktik tersebut dapat dikategorikan sebagai „urf fasid atau 

adat kebiasaan masyarakat yang bertentangan dengan 

syara‟. Dikatakan sebagai „urf fasid atau adat kebiasaan 

karena praktik jual beli tersebut menjadikan unsur 

ketidakjelasan dan penipuan (garar) sebagai hal yang biasa, 

sehingga menjadi kebiasaan bagi mereka untuk 

melaksanakan praktik jual beli.
13

 

                                                           
13

 Muhammad Ridwan Asy‟ari, Praktik Kemakelaran Dalam Jual 

Beli Kelapa Studi Kasus di Desa Ngeseng, Gemolong, Sragen, (Yogyakarta: 

muamalat Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan 

Kalijaga Yogyakarta, 2016). 
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Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan 

penulis lakukan yaitu sama-sama membahas mengenai jasa 

perantara atau makelar. Perbedaannya yaitu dalam 

penelitian ini membahas mengenai panjar dalam jual beli 

kelapa yang menjadi kebiasaan/adat masyarakat Desa 

Ngeseng. Sedangkan penelitian yang akan penulis lakukan 

yaitu membahas mengenai praktik jasa perantara jual beli 

kopi.  

F. Metode Penelitian 

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

Jenis penelitian yang akan dilakukan yaitu 

penelitian lapangan (field research) dengan 

menggunakan penelitian kualitatif. Penelitian 

kualitatif merupakan proses penelitian yang 

mempelajari isu-isu, kasus-kasus atau kejadian-

kejadian terpilih secara mendalam dan rinci. Data 

kualitatif merupakan data dalam bentuk kalimat serta 
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uraian-uraian, bahkan dapat berupa cerita pendek.
14

 

Pengumpulan data dilakukan secara tahap demi tahap 

dan kemudian disimpulkan dari awal hingga akhir. 

Penelitian kualitatif merupakan riset yang cenderung 

menggunakan analisis.  

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah pendekatan normatif empiris. Penelitian 

normatif atau doktrinal adalah penelitian berdasarkan 

norma, baik yang diidentikkan dengan keadilan yang 

harus diwujudkan (ius constituendum), maupun 

norma yang telah terwujud sebagai perintah yang 

ekplisit dan yang secara positif telah terumus jelas 

(ius constitutum) untuk menjamin kepastiannya. 

Sedangkan penelitian empiris atau non-doktrinal 

adalah penelitian berdasarkan tingkah laku atau aksi-

aksi dan interaksi manusia yang secara aktual dan 

potensial akan terpola.
15

 

                                                           
14

 M. Burhan Bungin, Metodologi Penelitian Sosial & Ekonomi, 

(Jakarta: Prenadamedia Group: 2013), h. 124. 
15

 Burhan Ashshofa, Metode Penelitian Hukum, ( Jakarta: Rineka 

Cipta, 2013), h. 33 
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Yang akan menjadi ketentuan hukum normatif 

dalam penelitian ini adalah ketentuan hukum ekonomi 

syariah, dan penelitian hukum yang terjadi sebagai 

obyek penelitian ini adalah Praktik jasa perantara 

dalam jual beli kopi di Desa Tanjung Aur Kecamatan 

Maje Kabupaten Kaur. 

Alasan peneliti menggunakan penelitian 

kualitatif agar lebih memahami dengan jelas 

mengenai hal-hal yang terjadi, karena peneliti 

berinteraksi secara langsung dengan obyek penelitian. 

Peneliti juga dapat melakukan observasi, wawancara 

dan dokumentasi secara langsung. 

2. Waktu dan Lokasi Penelitian 

Adapun waktu penelitian yang akan dilakukan 

yaitu kurang lebih satu bulan. Penelitian ini akan 

dilakukan di Desa Tanjung Aur Kecamatan Maje 

Kabupaten Kaur. Desa Tanjung Aur memiliki lahan 

kelola seluas 950 hektar  dan 704 hektar digunakan 

untuk perkebunan kopi, 192 hektar untuk perkebunan 
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karet dan 54 hektar untuk perkebunan cengkeh. Selain 

komuditas tersebut, semuanya berada di area yang 

sama dengan model tumpang sari. Penulis memilih 

lokasi tersebut dikarenakan dari jumlah 207 KK 

penduduk Desa Tanjung Aur 147 KK merupakan 

petani kopi, sehingga 71,01% penduduk Desa 

Tanjung Aur adalah petani kopi. Dan biasanya dalam 

melakukan jual beli hasil pertanian, masyarakat Desa 

Tanjung Aur menggunakan jasa perantara agar lebih 

memudahkan dalam proses jual beli. Penelitian ini 

dilakukan untuk mengetahui kebenaran dan keadilan 

mengenai praktik jasa perantara yang terjadi.  

3. Subjek/Informan Penelitian 

Informan peneliti merujuk sumber yang 

memberikan informasi tentang fenomena-fenomena 

situasi sosial dan kondisi objektif daerah yang diteliti 

yang berlangsung di lapangan.
16

 Pemilihan informan 

diambil dari teknik Purposive Sampling, sampling 

                                                           
16

 Afifuddin dan Beni Ahmad Saebani, Metodologi Penelitian 

Kualitatif, (Bandung: Pustaka Setia, 2012), h. 88. 
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purposive dilakukan dengan mengambil orang-orang 

yang terpilih menurut spesifik yang dimiliki oleh 

sampel itu. Informan yang dipilih dengan teknik 

purposive sampling didasarkan atas pertimbangan: 

a. Informan beragama Islam. 

b. Informan berdomisili di Desa Tanjung Aur 

Kecamatan Maje Kabupaten Kaur.  

c. Informan perantara, berstatus sebagai perantara 

jual beli kopi. 

d. Informan petani, selanjutnya berstatus sebagai 

petani pemilik kopi yang memiliki luas lahan 

minimal 8 Ha dan menghasilkan minimal 15 

Ton kopi pertahun, serta memiliki surat izin 

pengelolaan lahan. 

e. Adanya kesediaan informan dalam menerima 

kehadiran peneliti. 

Sehingga berdasarkan pertimbangan dan 

kriteria tersebut, dari 147 petani kopi yang ada, hanya 
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diambil berjumlah 10 orang petani kopi sebagai 

sampel, dan 4 orang perantara jual beli kopi. 

Tabel 1.1 

Data Informan (Petani Kopi) 

N

o 
Nama 

Luas 

Laha

n 

(Ha) 

Penghasila

n Pertahun 

(Ton) 

Surat 

Kepemilika

n 

lahan/Tanah 

1 Juanda 9 Ha 19 Ton Ada 

2 Kamilludi

n  

8 Ha 15 Ton Ada 

3 Rozali  9 Ha 17 Ton Ada 

4 Ponikun  10 Ha 21 Ton Ada 

5 Sahlan 

Udin 

8 Ha 16 Ton Ada 

6 Karmuni  8 Ha 15 Ton Ada 

7 Zamrudi  10 Ha 19 Ton Ada 

8 Komarudi

n  

9 Ha 17 Ton Ada 

9 Rahamin  9 Ha 17 Ton Ada 

10 Jumari  10 Ha 22 Ton Ada 

Tabel 1.2 
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Data Informan (Perantara Jual Beli) 

No  Nama  Usia  

1 Rusmanto  43 Tahun 

2 Junaidi  45 Tahun 

3 Triwahono  39 Tahun 

4 Wawan Darmawan 38 Tahun 

 

4. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data 

a. Sumber Data 

1) Data Primer 

Yaitu data yang diperoleh melalui 

wawancara langsung kepada masyarakat 

di Desa Tanjung Aur Kecamatan Maje 

Kabupaten Kaur yang melakukan jual beli 

kopi dengan menggunakan jasa perantara 

(Samsarah). Dengan jumlah narasumber 

14 orang, yakni 10 orang petani pemilik 

kopi dan 4 orang perantara jual beli kopi. 

 



25 
 

 

2) Data Skunder 

Yaitu data yang diperoleh dari pihak 

lain. Dalam penelitian ini yang menjadi 

data skunder adalah buku-buku, 

dokumen-dokumen dan data-data yang 

berkaitan dengan permasalahan yang akan 

diteliti. 

b. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang akan 

dilakukan dalam penelitian ini, yaitu: 

1) Observasi 

Teknik observasi adalah 

pengamatan dari peneliti baik secara 

langsung maupun tidak langsung. 

Sehingga dapat menggambarkan perilaku 

atau kejadian secara realistis, dan 

membantu mengerti perilaku manusia, 

serta mengadakan evaluasi terhadap 

masalah-masalah yang terjadi. Dalam 
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penelitian ini peneliti terjun langsung 

untuk mengamati objek dari penelitian 

yaitu mengenai praktik perantara jual beli 

kopi, yang mana melibatkan petani kopi 

dan perantara jual beli kopi. 

2) Wawancara 

Wawancara adalah proses 

memperoleh keterangan keterangan untuk 

tujuan penelitian dengan cara tanya jawab 

sambil bertatap muka antara pewawancara 

dengan responden atau orang yang 

diwawancarai.
17

 Tekhnik ini digunakan 

peneliti untuk memperoleh informasi 

langsung dari petani kopi dan perantara 

jual beli kopi, mengenai praktik jasa 

perantara dalam jual beli kopi yang 

terjadi. 

 

                                                           
17

 M. Burhan Bungin, Metode Penelitian Sosial & Ekonomi, (Jakarta: 

Prenada Media, 2013), h. 124. 
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3) Dokumentasi  

Dokumentasi dalam penelitian ini 

yaitu pengumpulan data yang didapat 

dengan cara mengumpulkan dokumen-

dokumen, menyelidiki tulisan-tulisan dan 

sebagainya yang berkaitan dengan praktik 

jasa perantara jual beli kopi. Sehingga 

peneliti dapat memperoleh data aktifitas 

dari praktik jasa perantara jual beli kopi 

yang terjadi. 

5. Teknis Analisis Data 

Dalam penelitian kualitatif, data yang 

dikumpulkan merupakan data kualitatif. Bentuk data 

yang dikumpulkan berupa gambar, kata-kata, dan 

bukannya dalam bentuk angka. Analisis data 

merupakan suatu proses sitematis pencarian dan 

pengaturan transkip wawancara, observasi, dokumen, 
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dan foto untuk meningkatkan pemahaman peneliti 

tentang data yang telah dikumpulkan.
18

 

Untuk menganalisa data kualitatif, peneliti 

menggunakan metode analisis diskriptif yaitu dengan 

cara menguraikan serta menjelaskan data yang telah 

terkumpul kedalam bentuk kalimat atau uraian kata-

kata. Metode ini dilakukan untuk mengetahui 

bagaimana praktik jasa perantara dalam jual beli kopi 

yang terjadi di Desa Tanjung Aur Kecamatan Maje 

Kabupaten Kaur. 

G. Sistematika Penulisan 

Untuk lebih memudahkan dalam membaca dan 

memahami isi dari skripsi ini secara keseluruhan, penulis 

membuat sistematika atau garis besar dari penulisan skripsi 

ini yang terbagi menjadi 5 (lima) bab, dengan sub-sub bab 

yang masing-masing diuraikan sebagai berikut: 

Bab I Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang 

masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan 

                                                           
18

 Muri Yusuf, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan 

Penelitian Gabungan, (Jakarta: Prenamedia Group, 2014), h. 372 
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penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian, dan 

sistematika penulisan. 

Bab II Kajian Teori, bab ini tersusun atas teori-teori 

yang relevan berdasarkan permasalahan. Yakni, pengetian 

Hukum Ekonomi Syariah dan tujuannya, jual beli, dasar 

hukum jual beli, rukun dan syarat jual beli, pengertian jasa 

perantara (samsarah), dasar hukum perantara atau 

samsarah, rukun dan syarat perantara atau samsarah, 

pemberian upah perantara atau samsarah dan konsekuensi 

hukum mengenai perantara. 

Bab III Bab ini berisikan gambaran umum dan 

keterangan mengenai praktik jasa perantara dalam jual beli 

kopi yang terjadi di Desa Tanjung Aur Kecamatan Maje 

Kabupaten Kaur. 

Bab IV Hasil Penelitian Dan Pembahasan yang terdiri 

dari pelaksanaan praktik jasa perantara jual beli kopi di 

Desa Tanjung Aur Kecamatan Maje Kabupaten Kaur. 

Bab V Penutup yang terdiri dari simpulan 

keseluruhan dari hasil penelitian dan disetrtai saran yang 
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ditujukan untuk semua pihak yang terkait dengan penelitian 

ini. 
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BAB II 

KAJIAN TEORI 

A. Hukum Ekonomi Syariah 

1. Pengertian Hukum Ekonomi Syariah 

Hukum Ekonomi Syariah adalah hukum yang 

mengatur segala hal yang berkaitan dengan kegiatan 

sistem ekonomi yang dilakukan oleh oarang-

perorangan, kelompok orang serta badan hukum 

maupun tidak badan hukum yang dilandasi dan 

didasari oleh nilai-nilai Islamiah yang tercantum 

dalam Al-Qur‟an, Hadits, dan Ijtihad para Ulama.  

Secara etimologi kata hukum berasal dari 

bahasa Arab yang disebutkan sebagai “hukum” yang 

berarti keputusan ataupun ketetapan. Sedangkan dari 

sudut pandang istilah syariah berkembang kearah 

makna yang fiqh. Hal tersebut membuat Hukum 

Ekonomi Syariah menjadi pegangan atau tuntunan 
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masyarakat Islam untuk menjalani kehidupan 

ekonomi maupun tata hukum bermasyarakat.
19

 

2. Tujuan Hukum Ekonomi Syariah 

a. Menyeimbangkan antara kehidupan dunia dan 

kehidupan akhirat. 

b. Mencapai distribusi pendaoatan dan kekayaan 

yanga dil dan merata. 

c. Menciptakan kebebasan individu dalam hal 

kesejahteraan sosial. 

d. Menempatkan ibadah kepada Allah lebih dari 

segalanya. 

e. Meraih tujuan perekonomian yang 

diperintahkan Allah SWT. 

f. Membentuk masyarakat dengan norma sosial 

yang kokoh yang menjunjung tinggi rasa 

persaudaraaan dan keadilan yang universal.20 

 

                                                           
19

 Andri Soemitra, Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah, 

(Jakarta: Predana Media Group, 2019), h. 2. 
20

 Toha Andiko, Suansar Khatib, Romi Adetio Setiawan, Maqashid 

Syariah Dalam Ekonomi Islam, (Yogyakarta: Samudra Biru, 2018), h. 76. 
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B. Jual Beli 

1. Pengertian Jual Beli 

Secara bahasa, jual beli (al-bai‟) bermakna 

pertukaran (al mubadalah). Lafazh al-bai‟ dan al-

syira memiliki kesamaan makna dan salah satunya 

bisa digunakan untuk menyebut yang lain. Adapun 

dalam makna keagamaan, jual beli adalah pertukaran 

harta dengan harta yang lain secara suka rela tanpa 

paksaan atau perpindahan kepemilikan dengan ganti 

yang disetujui.
21

 

Sebenarnya kata “Jual” dan “Beli” mempunyai 

arti yang satu sama lainnya bertolak belakang. Kata 

“Jual” menunjukkan bahwa adanya perbuatan 

menjual, sedangkan “Beli” adalah adanya perbuatan 

membeli. Jual beli menurut bahasa artinya menukar 

sesuatu dengan sesuatu, sedangkan menurut syar'i 
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 Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya Al-Faifi, Ringkasan Fikih sunnah 

Sayyid Sabiq, (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kausar, 2004), h.75 
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artinya menukar harta dengan harta menurut cara-cara 

tertentu.
22

 

Menurut hanafiah pengertian jual beli (al-bay) 

secara definitive yaitu tukar-menukar harta benda 

atau sesuatu yang diinginkan dengan sesuatu yang 

sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat. 

Adapun menurut Malikiyah, Syafi‟iyah, dan 

Hanabilah, bahwa jual-beli (al-ba‟i), yaitu tukar-

menukar harta dengan harta pula dalam bentuk 

pemindahan milik dan kepemilikan. Menurut Pasal 20 

Ayat 2 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, bai‟ 

adalah jual beli antara benda dan benda, atau 

pertukaran antara benda dengan uang.
23

 

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 

pasal 1457 dan 1458 disebutkan bahwa jual beli 

adalah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu 

mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu 

                                                           
22

 Tiara Nur Fitria, Bisnis Jual Beli Online (Online Shop) Dalam 

Hukum Islam Dan Hukum Negara, Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, Vol. 03 No. 

01, MARET 2017, h. 53. 
23

 Mardani, Fiqh Ekonomi Syariah, (Jakarta : PT Fajar Interpratama 

Mandiri, 2016), h 101 
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kebendaan, dan pihak lain untuk membayar harga 

yang sudah diperjanjikan. Jual beli itu dianggap telah 

terjadi antara kedua belah pihak, seketika setelahnya 

orang-orang ini mencapai kata sepakat tentang 

kebendaan tersebut dan harganya, meskipun 

kebendaan itu belum diserahkan maupun harganya 

belum dibayar.
24

 

2. Dasar Hukum Jual Beli 

a. Q.S. Al-Baqarah ayat 275: 

 

          

            

              

                 

                

                    
                                                           

24
 Tim Permata Press, Burgelijk Wetboek, KITAB UNDANG-

UNDANG HUKUM PERDATA, (PERMATA PRESS, 2010),  h. 342 
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Artinya:  

Orang-orang yang Makan (mengambil) 

riba tidak dapat berdiri melainkan seperti 

berdirinya orang yang kemasukan syaitan 

lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan 

mereka yang demikian itu, adalah disebabkan 

mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya 

jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah 

telah menghalalkan jual beli dan 

mengharamkan riba. Orang-orang yang telah 

sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu 

terus berhenti (dari mengambil riba), maka 

baginya apa yang telah diambilnya dahulu 

(sebelum datang larangan); dan urusannya 

(terserah) kepada Allah. Orang yang kembali 

(mengambil riba), maka orang itu adalah 

penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di 

dalamnya. (Q.S. Al-Baqarah: 275). 

 

Ayat ini merujuk pada kehalalan jual beli 

dan keharaman riba. Ayat ini menolak argumen 

kaum musyrikin yang menentang 

disyariatkannya jual beli dalam Al-Qur‟an. 

Kaum musyrikin tidak mengakui konsep jual 

beli yang telah disyariatkan dalam Al-Qur‟an 

dan menganggapnya identik dan sama dengan 
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sitem ribawi. Untuk itu dalam ayat ini, Allah 

mempertegas legalitas dan keabsahan jual beli 

secara umum serta menolak dan melarang 

konsep ribawi.  

Allah adalah dzat yang maha mengetahui 

atas hakikat persoalan kehidupan. Jika suatu 

perkara terdapat kemaslahatan dan manfaat 

maka Allah periintahkan untuk 

melaksanakannya. Dan sebalikanya jika di 

dalamnya terdapat kerusakan dan kemudharatan 

maka Allah melarang dan mencegah untuk 

melakukannya. Berdasarkan ketentuan ini, 

kontrak jual beli mendapat pengakuan dan 

legalitas dari syara‟ dan sah untuk 

dioperasionalkan dalam praktik transaksi jual 

beli.   

b. Hadits 

Nabi shallallahu „alaihi Wasallam pernah 

ditanya, profesi apakah yang paling baik? Maka 
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beliau menjawab, bahwa profesi terbaik yang 

dikerjakan oleh manusia adalah segala 

pekerjaan yang dilakukan dengan kedua 

tangannya dan transaksi jual beli yang 

dilakukannya tanpa melanggar batasan-batasan 

syariat.  Beliau shallallahu „alaihi wa sallam 

juga bersabda: yang artinya: “Dari Rifa'ah Ibnu 

Rafi' bahwa Nabi Shallallaahu 'alaihi wa Sallam 

pernah ditanya: Pekerjaan apakah yang paling 

baik?. Beliau bersabda: "Pekerjaan seseorang 

dengan tangannya dan setiap jual-beli yang 

bersih." Riwayat al-Bazzar. Hadits shahih 

menurut Hakim.
25

 

c. Ijma 

Ulama telah sepakat bahwa jual-beli 

diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia 

tidak akan mampu mencukupi kebutuhan 

dirinya, tanpa bantuan orang lain. Namun 

                                                           
25

 Ibnu Hajar  al-Asqalani, Bulughul Maram dan Dalil-dalil Hukum, 

(Jakarta: Gema Insani, 2013), h. 329 
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demikian, bantuan atau barang milik orang lain 

yang dibutuhkannya itu, harus diganti dengan 

barang lainnya yang sesuai.
26

 

3. Rukun dan Syarat Jual Beli 

a. Rukun jual beli 

Menurut Jumhur Ulama rukun jual beli itu 

ada empat,yaitu: Penjual, Pembeli, Shighat (ijab 

dan qabul), Ma‟qud „alayh (objek akad).  

1) Akad (Ijab qabul) 

Akad adalah salah satu bentuk 

indikasi yang menyakinkan tentang 

adanya rasa suka sama suka. Bila pada 

waktu ini kita dapat menemukan cara lain 

yang dapat ditempatkan sebagai indikasi 

seperti saling mengangguk atau saling 

menanda tangani suatu dokumen, maka 

yang demikian telah memenuhi unsur 

suatu transaksi. Umpamanya transaksi 

                                                           
26

 Rachmat Syafei,  Fiqh Muamalah,  (Jakarta: CV Pustaka Setia, 

2001), h. 7 
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jual beli di supermarket, pembeli telah 

menyerahkan uang dan penjual melalui 

petugasnya di counter telah memberikan 

slip tanda terima, sahlah jual beli itu.
27

 

2) Penjual dan pembeli (Akid) 

Rukun jual beli yang kedua adalah 

aqid atau orang yang melakukan akad, 

yaitu penjual dan pembeli. Orang yang 

melakukan akad harus berbilang tidak 

sendirian. Dengan demikian, akad yang 

dilakukan oleh satu orang yang mewakili 

dua pihak hukumnya tidak sah, kecuali 

apabila dilakukan oleh ayah yang 

membeli barang dari anaknya yang masih 

di bawah umur dengan harga pasaran.  

Hal ini karena dalam jual beli 

terdapat dua hak yang berlawanan, yaitu 

menerima dan menyerahkan. Dan 

                                                           
27

 Amir Syarifuddin, Garis-garis Besar Fiqh, (Jakarta: Kencana, 

2003), h.  19 



41 
 

 

merupakan hal yang mustahil, pada saat 

yang sama satu orang bertindak sebagai 

penjual yang menyerahkan barang dan 

sekaligus menjadi pembeli yang 

menerima barang.
28

 

3) Objek akad (Ma‟qud Alaih) 

Objek akad jual beli adalah barang 

yang dijual dan harga atau uang. Objek 

akad harus memenuhi syarat: barang yang 

dijual harus ada, oleh karena itu tidak sah 

jual beli barang yang tidak ada. Barang 

harus kuat, tetap, dan bernilai, 

bermanfaat. Barang tersebut milik sendiri. 

Barang yang dijual harus bisa dsiserahkan 

pada saat dilakukannya akad jual beli. 

4) Nilai tukar pengganti barang 

Nilai tukar pengganti barang yaitu 

sesuatu yang memenuhi tiga syarat; bisa 

                                                           
28

 Ahmad Wardi, Fiqh Muamalat, (Jakarta: Amzah,2017), h. 188 
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menyimpan nilai (store of value), bisa 

menilai atau menghargakan suatu barang 

(unit of account) dan bisa dijadikan alat 

tukar (medium of exchange). Suci, najis 

tidak sah dijual dan tidak boleh dijadikan 

uang untuk dibelikan, seperti kulit 

binatang/bangkai yang belum disamak.
29

 

b. Syarat Jual Beli 

1) Syarat terjadinya akad 

Para Ulama Fiqh sepakat bahwa 

orang yang melakukan akad jual beli itu 

harus memenuhi syarat:  

a) Berakal. Oleh sebab itu, jual beli 

yang dilakukan anak kecil yang 

belum berakal dan orang gila, 

hukumnya tidak sah. Adapun anak 

kecil yang telah mumayiz, menurut 

                                                           
29

 Diah Ayu Wulandari, Fiqh Muamalah Rukun dan Syarat Jual Beli 

Dalam Islam, (Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (Stain) Jurai Siwo Metro. 

2016), h. 7. 
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ulama Hanafiyah, apabila akad yang 

dilakukannya membawa 

keuntungan bagi dirinya, seperti 

menerima hibah, wasiat, dan 

sedekah, maka akadnya sah.  

Apabila transaksi yang 

dilakukan anak kecil yang telah 

mumayiz mengandung manfaat dan 

mudarat sekaligus, seperti jual beli, 

sewa menyewa, dan perserikatan 

dagang, maka transaksi ini 

hukumnya sah jika walinya 

mengizinkan.   

b) Yang melakukan akad itu adalah 

orang yang berbeda. Artinya, 

seseorang tidak dapat bertindak 

dalam waktu yang bersamaan 

sebagai penjual sekaligus sebagai 

pembeli. Misalnya, Ahmad menjual 
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sekaligus membeli barangnya 

sendiri, maka jual belinya tidak 

sah.
30

 

2) Syarat-syarat yang terkait dengan Ijab 

Kabul (Sighat al-„Aqd) 

Sighat al-„aqd adalah suatu 

ungkapan para pihak yang melakukan 

akad berupa ijab dan kabul. Shigat akad 

adalah bagaimana cara ijab dan Kabul 

diucapkan diantaranya:  

a) Harus jelas pengertiannya  

b) Harus sesuai antara ijab dan Kabul  

c) Gambaran keseluruhan kemauan 

pihak-pihak yang berakad, tidak ada 

paksaan dan tidak karena ancaman, 

karena dalam tijarah harus saling 

meridhoi satu sama lain 

                                                           
30

 Abdul Rahman, Fiqh Muamalat, (Jakarta: Kencana Prenada, 2010), 

h. 71. 
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d) Maudhu‟ al „aqd yaitu tujuan atau 

maksud pokok mengadakan akad.
31

 

Ijab dan kabul dapat dilakukan 

dengan empat cara berikut ini:  

a) Lisan.  

Para pihak mengungkapkan 

kehendaknya dalam bentuk 

perkataan secara jelas. Dalam hal 

ini akan sangat jelas bentuk ijab dan 

kabul yang dilakukan oleh para 

pihak.  

b) Tulisan.  

Adakalanya, suatu perikatan 

dilakukan secara tertulis. Hal ini 

dapat dilakukan oleh para pihak 

yang tidak dapat bertemu langsung 

dalam melakukan perikatan, atau 

untuk perikatan-perikatan yang 

                                                           
31

 Asnaini, Rochmatun, “Hukum Ekonomi Dalam Islam”, Jurnal 

Mizani, Vol.22, No.1, 2013, h.182 
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sifatnya lebih sulit, seperti perikatan 

yang dilakukan oleh suatu badan 

hukum. Akan ditemui kesulitan 

apabila suatu badan hukum 

melakukan perikatan tidak dalam 

bentuk tertulis, karena diperlukan 

alat bukti dan tanggung jawab 

terhadap orang-orang yang 

bergabung dalam satu badan hukum 

tersebut.  

c) Isyarat.  

Suatu perikatan tidaklah 

hanya dilakukan oleh orang normal, 

orang cacat pun dapat melakukan 

suatu perikatan. Apabila cacatnya 

adalah berupa tunawicara, maka 

dimungkinkan akad dilakukan 

dengan isyarat, asalkan para pihak 
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yang melakukan perikatan tersebut 

memiliki pemahaman yang sama.  

d) Perbuatan.  

Seiring dengan perkembangan 

kebutuhan masyarakat, kini 

perikatan dapat pula dilakukan 

dengan cara perbuatan saja, tanpa 

secara lisan, tertulis, ataupun 

isyarat. Hal inni dapat disebut 

dengan ta‟athi atau mu‟athah (saling 

memberi dan menerima). Hal ini 

sering terjadi pada proses jual beli 

di supermarket yang tidak ada 

proses tawar-menawar. Pembeli 

telah mengetahui harga barang yang 

secara tertulis dicamtumkan pada 

barang tersebut.32 

3) Syarat nilai tukar harga barang 

                                                           
32

 Gemala Dewi, Hukum Perikatan Islam di Indonesia, (Jakarta: 

Kencana, 2005), h. 63. 
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Termasuk unsur terpenting dalam 

jual beli adalah nilai tukar dari barang 

yang dijual untuk zaman sekarang adalah 

uang. Para ulama fiqh mengemukakan 

syarat-syarat al-tsaman sebagai berikut:  

a) Harga yang disepakati kedua belah 

pihak. harus jelas jumlahnya.  

b) Apabila jual beli itu dilakukan 

dengan saling mempertukarkan 

barang (al-muqayadhah) maka 

barang yang dijadikan nilai tukar 

bukan barang yang diharamkan oleh 

syara.  

c) Boleh diserahkan pada waktu akad, 

sekalipun secara hukum seperti 

pembayaran dengan cek dan kartu 

kredit.33 

                                                           
33

 Abdul Rahman, Fiqh Muamalat, (Jakarta: Kencana Prenada, 2010), 

h. 76. 
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4)  Syarat yang berkaitan dengan objek akad 

(ma‟qud alayh) 

Syarat-syarat benda yang menjadi 

objek akad ialah sebagai berikut:  

a) Suci atau mungkin untuk disucikan 

sehingga tidak sah penjualan benda-

benda najis seperti anjing, babi.  

b) Memberi manfaat syara, maka 

dilarang jual beli bendabenda yang 

tidak boleh diambil manfaatnya 

menurut syara‟, seperti menjual 

babi, kala, cicak.   

c) Jangan ditaklikan, yaitu dikaitkan 

atau digantungkan kepada hal-hal 

lain, seperti jika ayahku pergi, 

kujual motor ini padamu.  

d) Milik sendiri, tidaklah sah menjual 

barang orang lain dengan tidak se-



50 
 

 
 

izin pemiliknya atau barang-barang 

yang baru akan menjadi miliknya.  

e) Diketahui (dilihat), barang yang 

diperjualbelikan harus dapat 

diketahui banyaknya, beratnya, 

takarannya, atau ukuran-ukuran 

yang lainnya, maka tidaklah sah jual 

beli yang menimbulkan keraguan 

salah satu pihak.34 

C. Perantara Jual Beli (Samsarah) 

1. Pengertian Perantara (Samsarah) 

Perantara atau makelar adalah orang yang 

bertindak sebagai penghubung antara 2 belah pihak 

yang berkepentingan. Makelar dalam Kamus Besar 

Bahasa Indonesia adalah perantara perdagangan 

(antara penjual dan pembeli) yaitu orang yang 

menjualkan barang atau mencarikan pembeli, untuk 

                                                           
34

 Sohari Sahrani, Fikih Mu‟amalah, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), 

h. 7. 
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orang lain dengan dasar mendapatkan upah atau 

komisi atas jasa pekerjaannya.
35

 

Sedangkan perantara dalam bahasa Arab 

disebut samsarah yang berarti perantara perdagangan 

atau perantara antara penjual dan pembeli untuk 

memudahkan jual beli. Lebih lanjut samsarah adalah 

kosakata bahasa persia yang telah diadopsi menjadi 

bahasa Arab yang berarti sebuah profesi dalam 

menengahi dua kepentingan atau pihak yang berbeda 

dengan kompensasi berupa upah dalam 

menyelesaikan suatu transaksi. Secara umum 

samsarah adalah perantara perdagangan (orang yang 

menjualkan barang dan mencarikan pembeli), atau 

perantara antara penjual dan pembeli untuk 

memudahkan jual beli.
36

 

Menurut Hendi suhendi dalam bukunya Fiqh 

Muamalah yang mengutip Sayyid Sabiq menyatakan 

                                                           
35

 Depertemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa 

Indonesia edisi kedua, (Jakarta: Balai Pustaka, 1991), h. 61. 
36

 M.Ali Hasan, Berbagai macam Transaksi dalam Islam (fiqih 

muamalah), (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2004), h. 28. 
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perantara merupakan orang yang menjadi perantara 

antara pihak penjual dan pembeli guna melancarkan 

transaksi jual beli. Dengan adanya perantara maka 

pihak penjual dan pembeli akan lebih mudah dalam 

bertransaksi, baik berbentuk jasa maupun berbentuk 

barang.
37

 

2. Dasar Hukum Perantara (Samsarah)  

a. Dasar hukum perantara (Samsarah) berdasarkan 

firman Allah SWT: 

               

                   

             

            

 

Artinya:  

“Hai orang-orang yang beriman, 

janganlah kamu saling memakan harta 

sesamamu dengan jalan yang keji, kecuali 

dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan 
                                                           

37
 Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah, (Jakarta; Rajawali Pers, 2010), h. 

85. 
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suka sama-suka diantara kamu, dan janganlah 

kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah 

adalah Maha Penyayang kepadamu”. (Q.S. An-

nisa‟:29). 

Dasar Hukum Perantara (Samsarah) 

terdapat dalam Hadis yang diriwayatkan oleh 

Bukhari, yang artinya: Telah menceritakan 

kepada kami Musaddad telah menceritakan 

kepada kami 'Abdul Wahid telah menceritakan 

kepada kami Ma'mar dari Ibnu Thowus dari 

bapaknya dari Ibnu 'Abbas radliallahu 'anhuma; 

Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam 

melarang menyongsong (mencegat) kafilah 

dagang (sebelum mereka tahu harga di pasar) 

dan melarang pula orang kota menjual kepada 

orang desa. Aku bertanya kepada Ibnu 'Abbas 

radliallahu 'anhuma: "Apa arti sabda Beliau " 

dan janganlah orang kota menjual kepada 



54 
 

 
 

orang desa". Dia menjawab: "Janganlah 

seseorang jadi perantara bagi orang kota.
38

 

3. Rukun dan Syarat Perantara (Samsarah) 

a. Rukun samsarah 

Untuk sahnya akad samsarah harus 

memenuhi beberapa rukun, yaitu:  

1) Al-Muta‟aqidin (perantara atau simsar 

dan pemilik harta).  

Untuk melakukan hubungan kerja 

sama ini, maka harus ada perantara 

(simsar) dan pemilik harta (partner) 

supaya kerja sama tersebut berjalan. 

Seorang perantara atau simsar harus 

bersikap jujur, ikhlas, terbuka dan tidak 

melakukan penipuan dan bisnis yang 

haram dan yang subhat. Dia juga berhak 

menerima imbalan setelah berhasil 

memenuhi akadnya, sedangkan pihak 

                                                           
38

 Imam Hafizh Ali bin Hajar al-Asqalani, Fathul Baari Syarah 

Shahih Al-Bukhari Juz V, (Bairut: Dar al-Fikr, 1996), h. 212. 
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yang menggunakan jasa perantara atau 

simsar harus segera memberikan 

imbalannya. 

2) Mahal al-Ta‟aqud (objek transaksi dan 

kompensasi).  

Jenis transaksi yang dilakukan harus 

diketahui dan bukan barang yang 

mengandung maksiat dan haram, dan juga 

nilai kompensasi (upah) harus diketahui 

terlebih dahulu supaya tidak terjadi salah 

paham. 

3) Shigat.  

Sighat adalah lafadz atau sesuatu 

yang menunjukkan keridhoan atas 

transaksi pemakelaran atau perantaraan 

tersebut. Supaya kerja sama tersebut sah 

maka, kedua belah pihak tersebut harus 

membuat sebuah akad kerja sama 

(perjanjian) yang memuat hak-hak dan 
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kewajiban kedua belah pihak. Di 

Indonesia, samsarah lebih dikenal dengan 

sebutan makelar.
39

 

b. Syarat sahnya perantara atau samsarah 

Untuk sahnya pekerjaan perantara atau  

samsarah harus memenuhi beberapa syarat, 

sebagai berikut:  

1) Persetujuan kedua belah pihak    

2) Obyek akad bisa diketahui manfaatnya 

secara nyata dan dapat diserahkan   

3) Obyek akad bukan hal-hak maksiat atau 

haram. 

4. Pemberian Upah Perantara (Simsar) 

Perantara atau pemakelaran merupakan wujud 

kerja sama dalam hal kebaikan karena pihak penjual 

dan pembeli merasa tertolong dalam memperlancar 

proses jual beli, dan tolong-menolong sangat 

                                                           
39

 Masjfuk Zuhdi, Masail Fiqhiyah, (Jakarta: CV Haji Mas Agung, 

1993), h. 122. 
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dianjurkan dalam Islam sebagaimana firman Allah 

SWT.: 

   ...           

                  

         
Artinya:  

Dan tolong-menolonglah kamu dalam 

(mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan 

tolong-menolong dalam berbuat dosa dan 

pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, 

Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya. (Q.S. Al-

Ma‟idah: 2). 

Jika perantara atau makelar telah melakukan 

pekerjaannya dengan menghindarkan diri dari 

perbuatan yang dilarang menurut hukum syariat, 

seperti penipuan, penggelapan, ia berhak mendapat 

upah sesuai dengan perjanjian yang ditetapkan atau 

berdasarkan adat kebiasaan, atau ditetapkan 

berdasarkan undang-undang.
40
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 Siah Khosyi‟ah, Fiqh Muamalah Perbandingan, Pengantar Juhaya 

S. Pradja. (Bandung: Pustaka Setia, 2014). H. 116 
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Tidak ada salahnya seorang samsarah 

mengambil upah yang tertentu bilangannya, atau hasil 

presentase dari keuntungan, atau dibuat kesepakatan 

antar mereka. Bukhari mengatakan dalam Shahih-

nya, “Ibnu Sirin, „Atha‟, Ibrahim, dan Hasan melihat 

bahwa seorang makelar boleh saja mengambil upah”. 

Ibnu Abbas ra. berkata, “Tidak ada salahnya jika ada 

seorang berkata kepada makelar, Jualkan pakaian ini. 

Jika dijual dengan harga yang lebih dari sekian dan 

sekian, ambillah”. Ibnu Sirin berkata, “Bila pedagang 

berkata kepada para makelar, juallah barang ini 

dengan harga sekian, dan keuntunganya buat kamu, 

atau kita bagi berdua”, maka hal itu tidak dilarang.
41

 

5. Konsekuensi Hukum Mengenai Perantara 

Hubungan hukum yang mengikat antara 

perantara dengan petani merupakan perjanjian 

pemberian kuasa. Menurut KUHPerdata pasal 1792, 

pemberian kuasa adalah suatu perjanjian dengan 

                                                           
41

 Yusuf Qardhawi, Halal Haram dalam Islam, Terj. Wahid Ahmadi, 

dkk. (Surakarta: Era Intermedia, 2005), h. 364. 
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mana seseorang memberi kekuasaan kepada orang 

lain yang menerimanya untuk dan atas namanya 

menyelenggarakan suatu urusan.
42

 Berdasarkan hal 

tersebut, perantara mempunyai tugas yang merupakan 

sebuah amanat. Tugas tersebut adalah untuk 

kepentingan pemberi kuasa dalam hal ini petani kopi, 

untuk kemudian perantara melakukan jual beli atas 

barangnya, namun dijalankan oleh seseorang sebagai 

perwakilan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
42

 Soedharyo Soimin, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, 

(Jakarta: Sinar Grafika, 2016),  h. 445. 
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BAB III 

GAMBARAN UMUM WILAYAH PENELITIAN 

A. Profil Desa Tanjung Aur 

Desa Tanjung Aur merupakan salah satu desa yang 

terletak di Kecamatan Maje Kabupaten Kaur Provinsi 

Bengkulu. Jarak Desa Tanjung Aur dengan Ibu Kota 

Kecamatan lebih kurang 10 km, jarak ke Ibu Kota 

Kabupaten lebih kurang 30 km, dan jarak ke Ibu Kota 

Provinsi lebih kurang 220 km.
43

 Secara administrasi batas-

batas wilayah Desa Tanjung Aur sebagai berikut:
44

  

1. Sebelah Utara berbatasan dengan kawasan HPT Bukit 

Kumbang dan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan 

(TNBBS).  

2. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Sinar Mulya 

dan Desa Arga Mulya,  

3. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Way 

Hawang, Desa Linau dan Desa Air Long,  

                                                           
43

 Wawancara dengan Bapak Sugiyono, (Kepala Desa Tanjung Aur) 

Pada Tanggal 8 Desember 2021.  
44

 Sumber Data: Kantor Desa Tanjung Aur 2021. 



61 
 

 

4. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Penyandingan 

dan Desa Kedataran. 

B. Sejarah Desa Tanjung Aur 

Desa Tanjung Aur mulai terbentuk pada tahun 1949, 

pada saat itu sistem kepemerintahan dipimpin oleh Abdul 

Manap disebut sebagai Kepala Marga dengan satu orang 

Kepala Urusan yang disebut sebagai Pengawe. Masa 

kepemimpinan Abdul Manap berakhir pada tahun 1959. 

Setelah masa kepemimpinan Abdul Manap berakhir, 

masyarakat memilih pemimpin dan terpilih saat itu Abu J. 

Sebagai pemimpin pada tahun 1959 dan sistem 

kepemerintahan berubah nama menjadi sebutan Depati. 

Depati Abu J. memimpin selama 12 tahun dan 

berakhir pada tahun 1968. Selanjutnya masyarakat memilih 

kembali pemimpin yang baru dan terpilih Amran M, beliau 

memimpin selama 13 tahun dan berakhir pada tahun 1981. 

Kemudian pada tahun 1981 Desa Tanjung Aur dipimpin 

oleh Zaili T dan masa kepemimpinannya sistem 

kepemerintahan Depati berubah menjadi sebutan Kepala 
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Desa. Zaili T. menjabat Kepala Desa selama 10 tahun, dan 

berakhir pada tahun 1991.  

Selanjutnya pada tahun 1991 Desa Tanjung Aur 

dipimpin oleh Sabihin, beliau memimpin Desa Tanjung Aur 

selama dua tahun dikarenakan diberhentikan oleh Bupati 

Kabupaten Bengkulu Selatan atas tuntutan masyarakat, 

kemudian kepemimpinan dilanjutkan oleh PJS. Buldani 

Yusuf yang merupakan camat Perwakilan Linau. Pada 

tahun 1995 Desa Tanjung Aur dipimpin oleh Juradi, beliau 

menjabat sebagai kepala Desa Tanjung Aur selama 14 

tahun dan berakhir pada tahun 2009. Kemudian tahun 2009-

2013 dipimpin oleh Kepala Desa Tusiran, tahun 2013-2014 

Tanjung Aur dipimpin oleh PJS Basman Doefa dan dimulai 

dari tahun 2015 hingga 2021 dipimpin oleh Kepala Desa 

Sugiyono.  

Awalnya Desa Tanjung Aur merupakan bagian dari 

Kecamatan Kaur Selatan Kabupaten Bengkulu Selatan dan 

pada tahun 2003 Kabupaten Kaur memekarkan diri dari 

Kabupaten Bengkulu Selatan dengan dasar Undang-Undang 
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Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten 

Muko-muko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di 

Provinsi Bengkulu.
45

 

C. Kadaan Sosial Ekonomi Masyarakat 

Keadaan sosial ekonomi masyarakat Desa Tanjung 

Aur Kecamatan Maje Kabupaten Kaur pada umumnya 

adalah pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan.
46

 

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 3.1 

Mata Pencaharian Masyarakat Desa Tanjung Aur 

No  Uraian  Jumlah  Total  

1 

 Pertanian:  

309 

a. Petani Kopi 147 

b. Petani Karet 63 

c. Petani Cengkeh 56 

d. Petani Lada 43 

2 

Peternakan:  

93 a. Ternak Unggas 

(Ayam dan 

Bebek/Itik) 

70 

                                                           
45

 Sumber Data: Kantor Desa Tanjung Aur 2021. 
46

 Sumber Data: Kantor Desa Tanjung Aur 2021. 
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b. Ternak Sapi 6 

c. Ternak Kambing 17 

3 Wiraswasta  40 40 

4 Pedagang/Pengusaha 6 6 

5 Pelajar dan Mahasiswa 133 133 

6 Lain-lain 42 42 

Jumlah  623 

Sumber: Arsip Desa Tanjung Aur 

D. KEADAAN SOSIAL PENDUDUK 

Berdasarkan data yang diperoleh dari Kepada Desa 

Tanjung Aur, jumlah penduduk berdasarkan survei terbaru 

tahun 2021 adalah 706 jiwa, yang mana  jumlah 

penduduknya lebih banyak laki-laki yaitu berjumlah 368 

jiwa dan perempuan berjumlah 338 jiwa, dengan jumlah 

Kartu Keluarga (KK) yaitu 207 KK.
47

 Untuk lebih jelasnya 

dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 3.2 

Jumlah Penduduk Desa Tanjung Aur 

                                                           
47

 Sumber Data: Kantor Desa Tanjung Aur 2021. 
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No  Uraian  Jumlah  

1 Laki-Laki 368 Jiwa 

2 Perempuan  338 Jiwa 

Jumlah 706 Jiwa 

Sumber: Arsip Desa Tanjung Aur 

Dalam memenuhi kebutuhan masyarakat Desa 

Tanjung Aur tentunya dibutuhkan sarana dan prasarana 

yang mendukung, yang dapat membantu aktivitas 

masyarakat. Sarana dan prasarana tersebut dapat dilihata 

pada tabel berikut: 

Tabel 3.3 

Sarana dan Prasarana Desa Tanjung Aur 

No Uraian  Jumlah  

1 Balai Desa  1 Unit 

2 Masjid  4 Unit 

3 Taman Kanak-Kanak 1 Unit 

4 Sekolah Dasar 1 Unit 

5 Puskesmas 1 Unit 
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6 Sumur Bor 4 Unit 

7  Lampu Jalan PLTS 18 Unit 

Sumber: Arsip Desa Tanjung Aur 

E. Struktur Perangkat Desa Tanjung Aur 

Pemerintah Desa merupakan penyelenggara urusan 

pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam 

sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

Sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan maupun pelayanan 

kepada masyarakat, pemerintah Desa Tanjung Aur juga 

memiliki struktur perangkat Desa.
48

  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
48

 Sumber Data: Kantor Desa Tanjung Aur 2021. 
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Berikut struktur pemerintahan yang ada di Desa 

Tanjung Aur Kecamatan Maje Kabupaten Kaur, yaitu: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kepala Desa 

Sugiono 

Sekretaris Desa 

Supriyadi  

Kasi Keuangan 

Jahtra Hadi 

Kasi Kesejahteraan 

Agusman Hadi 

Kasi Pelayanan 

Nasihin 

Kaur Pembangunan 

Pirdaus 

Kaur Pemerintahan 

Dewi Mustika 

Anggraini 

RT III 

Ahmad Madorobi 

RT V 

Kasiran 

RT I 

Jumrin 

RT II 

Winarti 

RT IV 

Ustoni 
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Struktur pengurus BPD Desa Tanjung Aur: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F. Tingkat Pendidikan 

Dengan jumlah masyarakat 706 jiwa tentu saja tidak 

semuanya berpendidikan bahkan bisa dikatakan masih 

rendahnya tingkat pendidikan masyarakat Desa Tanjung 

Aur.  

BPD 

Anggota: 

1. Hatyati Ana Sapitri 

2. Dedi Suryadi 

Sekretaris 

Moh Ali Imron 

Wakil 

Ani Kusnani 

Ketua 

Nopilianto 
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Tingkat pendidikan masyarakat Desa Tanjung Aur 

dapat dilihat pada tabel berikut:
49

 

Tabel 3.4 

Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Tanjung Aur 

No Uraian Jumlah 

1 Tidak tamat sekolah/Buta huruf 2 Orang 

2 Tidak tamat SD/Sederajat 40 Orang 

3 Tamat SD/Sederajat 262 Orang 

4 Tamat SLTP/Sederajat 200 Orang 

5 Tamat SLTA/Sederajat 40 Orang 

6 Tamat D1, D2, D3 2 Orang 

7 Sarjana/S1 11 Orang 

Sumber: Arsip Desa Tanjung Aur 

 

 

 

 

 

                                                           
49

 Sumber Data: Kantor Desa Tanjung Aur 2021. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Praktik Jasa Perantara Jual Beli Kopi di Desa Tanjung 

Aur Kecamatan Maje Kabupaten Kaur 

 

Desa Tanjung Aur Kecamatan Maje Kabupaten Kaur, 

memiliki wilayah yang cukup luas dan subur. Sehingga 

sebagian besar masyarakat bekerja sebagai petani. Desa 

Tanjung Aur memiliki lahan kelola seluas 950 hektar  dan 

704 hektar digunakan untuk perkebunan kopi, 192 hektar 

untuk perkebunan karet dan 54 hektar untuk perkebunan 

cengkeh. Selain komuditas tersebut, semuanya berada di 

area yang sama dengan model tumpang sari. Satu Kepala 

Keluarga menggarap lahan paling sedikit 2 hektar dan 

paling banyak 8 hektar. 

Masa panen pada tanaman kopi di Desa Tanjung Aur 

berkisar antara bulan Desember sampai dengan Februari 

dan bulan Juni sampai Agustus tiap tahunnya. Ketika 

musim panen tiba masyarakat tidak menjual secara 

langsung hasil pertanian kopi yang mereka peroleh, 

melainkan menyerahkannya kepada perantara untuk 
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kemudian di jual kepada pedagang besar atau penampung 

hasil pertanian dengan jumlah besar.
50

 

Dari penelitian yang penulis lakukan terdapat 

berbagai penjelasan yang disampaikan oleh petani kopi dan 

perantara jual beli kopi, yang menjelaskan mengenai 

praktik jual beli kopi melalui jasa perantara. Melalui 

wawancara yang penulis lakukan di Desa Tanjung Aur, 

penulis menanyakan kepada beberapa petani kopi salah 

satunya Bapak Juanda, penulis menanyakan bagaimana 

sistem jual beli kopi melalui jasa perantara? Bapak Juanda 

Menjawab: 

“Dalam jual beli kopi kami menggunakan jasa 

perantara dalam penjualannya. Hal ini dilakukan 

karena beberapa faktor seperti jarak tempuh yang 

menjadi kendala bagi kami untuk menjual secara 

langsung hasil kopi kepada pedagang-pedagang besar. 

Dengan adanya perantara jual beli tentunya sangat 

membantu kami untuk memasarkan hasil kopi yang 

kami peroleh. Namun dengan menjual hasil kopi 

melalui perantara sering mengecewakan kami sebagai 

petani karena tidak dibayar secara kontan, hasil 

pertanian kopi akan dibayar setelah kopi terjual 

kepada pedagang besar.”
51

 

                                                           
50

 Wawancara dengan Bapak Sugiono, (Kepala  Desa Tanjung Aur), 6 

Desember 2021. 
51

 Wawancara dengan Bapak Juanda, (petani kopi), 9 Desember 2021. 
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 Selain melakukan wawancara dengan Bapak 

Juanda penulis juga melakukan wawancara dengan Bapak 

Kamilludin. Dengan pertanyaan yang sama yaitu 

bagaimana sistem jual beli kopi melalui jasa perantara? 

Bapak Kamilludin menjelaskan secara luas: 

“Kami menggunakan jasa perantara dalam melakukan 

jual beli kopi. Kopi yang kami jual melalui jasa 

perantara akan dibayar setelah kopi tersebut terjual 

kepada pedagang besar. Biasanya hasil kopi yang 

dijual melalui jasa perantara pertama akan ditimbang 

terlebih dahulu oleh perantara penjualan. Dalam 

penimbangan perantara akan memotong hasil 

timbangan 2-5 kilogram dalam sekali penimbangan 

dengan rata-rata berat 100-120 kilogram. Hal ini 

dilakukan dengan alasan untuk resiko penyusutan. 

Kemudian perantara juga mendapatkan Rp. 1.000,00 

perkilogram sebagai biaya penjualan. Tidak adanya 

kesepakatan harga penjualan antara petani kopi dan 

perantara penjualan, dikarenakan harga jual kopi yang 

tidak stabil atau sewaktu-waktu harganya tinggi 

bahkan rendah. Perantara juga tidak memberikan 

konfirmasi atau memberi tahu harga jual kopi 

dipasaran. Petani hanya akan menerima berapapun 

harga penjualan yang diberikan perantara.
52

 

 

                                                           
52

 Wawancara dengan Bapak Kamilludin, (petani kopi), 10 Desember 

2021. 
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Bapak Rozali menjelaskan mengenai jual beli kopi 

melalui jasa perantara yang dilakukan di Desa Tanjung Aur, 

ia mengatakan bahwa: 

“Saya menjual hasil kopi melalui jasa perantara. 

Karena belum adanya pedagang besar atau pembeli 

hasil pertanian dengan jumlah besar di Desa Tanjung 

Aur. Kalau untuk menjual hasil kopi secara langsung 

tentunya akan memakan waktu yang lama karena 

membutuhkan beberapa kali pengangkutan. 

Sedangkan banyak kebutuhan kami yang mendesak 

atau banyak dan segera harus terpenuhi. Penjualan 

secara langsung yang membutuhkan pengangkutan 

berulang kali dan membutuhkan waktu yang lama, 

membuat pekerjaan yang banyak di kebun seperti 

pembersihan lahan pertanian kopi, perawatan batang 

kopi, dan lain sebagainya tentunya akan terbengkalai. 

Hal inilah yang membuat kami memilih menjual hasil 

kopi melalui jasa perantara.”
53

 

 

Penjelasan dari Bapak Ponikun mengenai jual beli 

kopi melalui jasa perantara di Desa Tanjung Aur adalah: 

“Hasil kopi yang saya peroleh dijual melalui jasa 

perantara. Hal ini karena belum adanya pedagang 

besar di Desa Tanjung Aur dan jauhnya perjalanan 

yang harus ditempuh jika ingin menjual langsung  

hasil kopi kepada pedagang besar. Dengan adanya 

perantara penjualan, tentunya membawa dampak 

positif bagi kami petani yang sangat menbutuhkan 

biaya hidup sehari–hari, akan tetapi membawa 

dampak negatif karena sangat mendesak, maka untuk 

                                                           
53

 Wawancara dengan Bapak Rozali, (Petani Kopi), 11 Desember 

2021. 
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menjual hasil kopi tanpa memperhatikan kesesuaian 

harga yang ditawarkan oleh perantara penjualan. 

Dengan mengambil kesempatan dalam kesempitan. 

Belum lagi ditambah dengan pemotongan timbangan 

dari perantara penjualan dan biaya penjualan yang 

harus kami terima sebagai petani. Kemudian kami 

juga masih harus menunggu kopi terjual terlebih 

dahulu baru kemudian menerima hasil penjualan.”
54

 

 

Dari penjelasan diatas dapat diketahui bahwa praktik 

jual beli kopi melalui jasa perantara memberikan dampak 

positif dan negatif kepada para petani. Dampak positifnya 

yaitu tentunya sangat membantu petani dalam memasarkan 

hasil kopi yang diperoleh. Dampak negatifnya yaitu sering 

mengecewakan para petani karena hasil pertanian kopi 

mereka tidak dibeli secara kontan melainkan dibayar 

setelah kopi tersebut dijual kepada pedagang besar, padahal 

petani mempunyai harapan, setelah panen tiba mereka bisa 

langsung merasakan hasilnya.  

Bapak Sahlan Udin memberikan penjelasan mengenai 

praktik jasa perantara jual beli kopi yang terjadi di Desa 

Tanjung Aur, ia menjelaskan: 

                                                           
54

 Wawancara dengan Bapak Ponikun, (petani kopi), 12 Desember 

2021. 
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“Tidak adanya pedagang besar atau pembeli hasil 

pertanian berjumlah besar yang datang ke Desa 

Tanjung Aur menjadi alasan kami petani untuk 

melakukan penjualan hasil kopi yang kami peroleh 

melalui jasa perantara. Kami petani kopi sangat 

berharap agar Desa Tanjung Aur mendapatkan 

perhatian dari Pemerintah. Terutama pembangunan 

akses jalan yang memadai agar memudahkan 

pedagang besar atau pembeli hasil pertanian 

berjumlah besar masuk ke Desa Tanjung Aur. 

Sehingga kami petani dapat dengan mudah 

memasarkan hasil pertanian yang kami peroleh, dan 

tentunya hal tersebut akan memberikan dampak 

terhadap kesesuaian harga penjualan yang kami 

peroleh.
55

 

 

Bapak Karmuni juga memberikan penjelasan yang 

serupa dengan Bapak Sahlan Udin, ia mengatakan:  

“Akses jalan yang tidak memadai menjadi 

penghambat masuknya pedagang besar atau pembeli 

hasil pertanian berjumlah besar masuk ke Desa 

Tanjung Aur. Sehingga kami menjual hasil kopi yang 

kami peroleh melalui jasa perantara. Sebenarnya kami 

masyarakat petani sangat mengharapkan peranan 

pemerintah untuk mensejahterakan kami para petani. 

Karena fasilitas jalan yang masih sangat sulit untuk 

dilalui dimana akan berlumpur ketika musim hujan. 

Saya rasa jika fasilitas jalan sudah baik maka akan 

banyak pedagang besar atau pembeli hasil pertanian 

yang berjumlah besar datang ke Desa Tanjung Aur. 

Yang tentunya akan sangat berpengaruh kepada 

kesesuaian harga penjualan kopi yang kami terima. 

Belum lagi tingginya harga bahan pokok dan 
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 Wawancara dengan Bapak Sahlan Udin, (Petani Kopi), 13 

Desember 2021. 
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kebutuhan lainnya yang tentunya akan stabil jikalau 

tidak ada kendala dari sulitnya medan jalan yang 

dilalui.”
56

 

 

Penjelasan dari Bapak Zamrudi yang merupakan 

petani kopi di Desa Tanjung Aur sejak tahun 2004 adalah: 

“Perantara jual beli sangat berperan dalam proses 

penjualan hasil kopi yang kami peroleh. Perantaralah 

yang akan melakukan penjualan kopi ke para 

pedagang besar atau penampung hasil pertanian 

berjumlah besar. Sehingga memudahkan kami petani 

untuk melakukan pemasaran terhadap hasil kopi yang 

kami peroleh. Namun dengan menjual hasil pertanian 

melalui perantara, kami petani tidak akan 

mendapatkan pembayaran secara langsung, 

melainkan harus menunggu sampai kopi yang kami 

miliki terjual. Akan tetapi karena jumlah kebutuhan 

yang banyak dan harus segera dipenuhi, petani 

terdesak untuk menjual hasil pertanian tanpa 

memperhatikan kesesuaian harga yang ditawarkan 

oleh perantara.”
57

 

 

Bapak Komarudin juga memberikan penjelasan 

mengenai praktik jasa perantara jual beli kopi yang terjadi 

di Desa Tanjung Aur, ia menjelaskan: 

“Desa Tanjung Aur memiliki wilayah yang cukup 

luas dan subur, sehingga masyarakat disini mayoritas 

bekerja sebagai petani. Mayoritas masyarakat yang 

bekerja sebagai petani memilih menanam kopi, 

                                                           
56

 Wawancara dengan Bapak Karmuni, (Petani Kopi), 15 Desember 

2021. 
57

 Wawancara dengan Bapak Zamrudi, (Petani Kopi), 16 Desember 

2021. 
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karena kopi dapat tumbuh subur di lahan pertanian 

masyarakat. Akan tetapi harga penjualan kopi di Desa 

Tanjung Aur masih terbilang rendah, karena belum 

adanya pedagang besar atau pembeli hasil pertanain 

berjumlah besar di Desa Tanjung Aur. Petani kopi 

menjual hasil kopi yang diperoleh melalui jasa 

perantara. akan tetapi dengan melakukan penjualan 

kopi melalui jasa perantara tentunya petani 

mendapatkan keuntungan dan kesesuaian harga yang 

lebih rendah dibanding menjual langsung kepada 

pedagang besar atau pembeli hasil pertanian 

berjumlah besar.”
58

 

 

Di lokasi dan waktu yang sama Bapak Rahamin juga 

memberikan penjelasan, ia mengatakan: 

“Keberadaan perantara memudahkan petani 

memasarkan hasil kopi yang diperoleh. Dimana 

perantara dapat melakukan penjualan atas hasil kopi 

yang dimiliki petani. Para petani tidak perlu lagi 

bersusah payah menjual hasil-hasil pertanian, karena 

masalah transportasi atau pengangkutan apalagi 

dalam jumlah yang banyak. Akan tetapi membawa 

dampak negatif karena sangat mendesak, maka untuk 

menjual hasil kopi yang diperoleh tanpa 

memperhatikan kesesuaian harga yang ditawarkan 

oleh perantara.”
59

  

 

Bapak Jumari juga memberikan penjelasan mengenai 

praktik jasa perantara yang terjadi di Desa Tanjung Aur, 

menurutnya: 

                                                           
58

 Wawancara dengan Bapak Komarudin, (Petani Kopi), 17 Desember 

2021.  
59

 Wawancara dengan Bapak Rahamin, (Petani Kopi), 17 Desember 

2021. 
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“Penjualan secara langsung yang membutuhkan 

pengangkutan berulang kali dan membutuhkan waktu 

yang lama, membuat pekerjaan yang banyak di kebun 

seperti pembersihan lahan pertanian kopi, perawatan 

batang kopi, dan lain sebagainya tentunya akan 

terbengkalai. Sehinga dalam melakukan jual beli 

kopi, kami menggunakan jasa perantara. Kopi yang 

kami jual melalui jasa perantara akan dibayar setelah 

kopi tersebut terjual kepada pedagang besar. Jadi 

kami tidak dapat secara langsung merasakan 

hasilnya.”
60

 

 

Jadi dari hasil wawancara diatas dapat ditarik 

kesimpulan bahwa praktik jual beli kopi melalui jasa 

perantara di Desa Tanjung Aur tentunya sangat membantu 

masyarakat, terutama bagi para petani kopi. Hasil kopi yang 

mereka peroleh dapat dengan mudah dipasarkan. Petani 

tidak harus melakukan pengangkutan berulang kali yang 

tentunya membutuhkan waktu yang lama untuk menjualkan 

hasil kopi kepasaran.  

Dari berbagai penjelasan diatas, menurut pengamatan 

penulis petani terdesak untuk menjual hasil pertanian tanpa 

memperhatikan kesesuaian harga yang ditawarkan oleh 

perantara penjualan. Hal ini disebabkan karena jumlah 
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kebutuhan yang mendesak atau banyak dan harus segera 

dipenuhi. Sedangkan kemampuan petani untuk menjual 

secara langsung hasil kopi yang diperoleh terbatas dan tidak 

adanya pedagang besar atau pembeli hasil pertanian 

berjumlah besar yang datang atau yang ada di Desa 

Tanjung Aur. 

Peranan pemerintah khususnya Kepala Desa Tanjung 

Aur  sangat penting dalam upaya mensejahterakan 

masyarakat petani di Desa Tanjugn Aur. Serta melakukan 

pengawasan terhadap berbagai bentuk sistem jual beli untuk 

melindungi masyarakatnya dari berbagai unsur yang dapat 

merugikan masyarakat petani. Disamping itu pemerintah 

juga perlu mengadakan berbagai macam penyuluhan 

khususnya tentang pertanian untuk meningatkan 

pemahaman masyarakat petani di Desa Tanjung Aur. 

Tentunya dengan diadakannya penyuluhan masyarakat 

petani kopi dapat lebih meningkatkan kualitas dan kuantitas 

hasil pertanian. Dan akan memberikan dampak positif bagi 
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kemajuan masyarakat petani dan untuk kemajuan Desa 

Tanjung Aur khususnya. 

Selain mewawancarai petani kopi, penulis juga 

melakukan wawancara kepada perantara jual beli yang ada 

di Desa Tanjung Aur. Yang mana mereka berperan penting 

dalam pemasaran hasil pertanian kopi di Desa Tanjung Aur. 

Kepada perantara jual beli penulis menanyakan bagaimana 

sistem jual beli kopi yang mereka lakukan. Berikut jawaban 

dari salah satu perantara jual beli, yaitu Bapak Rusmanto: 

“Saya bekerja sebagai perantara jual beli sudah sejak 

tahun 2005. Karena di Desa Tanjung Aur ini saya 

melihat kopi yang dihasilkan petani cukup banyak. 

Saya menampung hasil kopi dari petani untuk 

kemudian dijual ke penampung yang menerima hasil 

pertanian dengan jumlah yang lebih besar. Sebagian 

besar petani menjual hasil kopi mereka kepada kami 

perantara penjualan karena mereka tidak mempunyai 

sarana transportasi untuk mengangkut hasil kopi 

mereka dari kebun dan menjualkannya kepasaran. 

Dari penjualan tersebut saya mendapatkan sedikit 

keuntungan. Antara kami dengan petani tidak ada 

patokan harga atau kesepakatan harga yang 

ditetapkan. Karena harga kopi yang tidak begitu stabil 

bisa saja sewaktu-waktu harganya cukup tinggi atau 

bahkan harganya malah turun. Petani menerima saja 
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harga dari penjualan kopi mereka yang kami berikan 

dari hasil penjualan.”
61

  

 

Senada dengan Bapak Rusmanto, Bapak Junaidi juga 

memberikan penjelasan mengenai praktik jasa perantara 

jual beli yang mereka lakukan, ia mengatakan bahwa: 

“Sejak tahun 2003 saya sudah menjadi perantara jual 

beli kopi. Kebetulan bapak saya memang perantara 

jual beli hasil pertanian di Desa Tanjung Aur ini 

dulunya, jadi saya tertarik untuk menjadi perantara 

jual beli dan banyak belajar dari beliau. Hasil 

pertanian di Desa Tanjung Aur yang cukup banyak 

membuat saya tertarik untuk menjadi perantara 

penjualan. Memang hasil pertanian yang lebih banyak 

di Desa Tanjung Aur ini yaitu kopi. Kopi  yang 

dihasilkan petani kami angkut dari kebun warga yang 

letaknya memang agak jauh dari permukiman. 

Kemudian kami lakukan penimbangan. Jasa 

pengangkutan kami bebankan Rp. 1.000.00 kepada 

petani. Dalam penimbangan kami memotong hasil 

timbangan dari 2-5 kilogram untuk menghindari 

resiko penyusustan dari biji kopi yang akan dijual 

yang mungkin bisa terjadi akibat biji kopi yang 

lembab. Dari keuntungan penjualan kami bisa 

mendapatkan Rp. 2.000.00 sampai dengan Rp. 

5.000.00 perkilogramnya. Petani kopi menerima saja 

harga penjualan yang kami berikan, karena memang 

mereka tidak memiliki kemapuan untuk menjual 

secara langsung hasil kopi yang mereka peroleh. 

Apalagi mereka memang dalam keadaan mendesak 
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karena banyaknya kebutuhan yang harus segera 

terpenuhi.”
62

 

 

Bapak Triwahono yang merupakan seorang 

perantara jual beli juga memberikan penjelasan 

mengenai praktik jasa perantara yang ia lakukan, ia 

menjelaskan: 

“Saya bekerja sebagai perantara jual beli kopi lebih 

kurang sudah 15 (lima belas) tahun. Biasanya saya 

menerima kopi dari petani sejak kopi masih dalam 

keadaan buah segar, kemudian saya yang mengangkut  

dari kebun petani yang letaknya memang agak jauh 

dari permukiman. Kemudian buah kopi tersebut di 

proses dari penjemuran, penggilingan sampai menjadi 

biji kopi yang siap dijual. Petani hanya tinggal 

membayar jasa dari pengangkutan buah kopi segar 

dikebun sampai dengan penjualan kopi kepasaran. 

Saya mendapatkan keuntungan dari pembayaran jasa 

tersebut. Saya juga menyediakan kebutuhan seperti 

bahan pokok dan sebagainya bagi petani yang 

kebutuhannya mendesak. Yang mana akan terhitung 

hutang yang akan dibayar setelah kopi milik petani 

terjual. Dari penjualan saya tidak dapat banyak 

mengambil keuntungan, hanya Rp. 2.000.00 sampai 

Rp. 3.000.00 perkilogramnya. Karena sebagian petani 

sudah mengetahui harga pasaran.”
63
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Penjelasan dari Bapak Wawan Darmawan yang juga 

merupakan perantara jual beli di Desa Tanjung Aur, 

mengatakan: 

“Di Desa Tanjung Aur ini saya melihat kopi yang 

dihasilkan petani cukup banyak. Hasil pertanian di 

Desa Tanjung Aur yang cukup banyak membuat saya 

tertarik untuk menjadi perantara penjualan. Sebagian 

besar petani menjual hasil kopi mereka kepada kami 

perantara penjualan karena mereka tidak mempunyai 

sarana transportasi untuk mengangkut hasil kopi 

mereka dari kebun dan menjualkannya kepasaran. 

Petani hanya tinggal membayar jasa dari 

pengangkutan buah kopi segar dikebun sampai 

dengan penjualan. Petani akan menerima pembayaran 

setelah kopi yang mereka miliki telah terjual. Dari 

penjualan tersebut saya mendapatkan sedikit 

keuntungan.”
64

 

Jadi dari hasil wawancara yang penulis lakukan 

kepada petani kopi dapat disimpulkan bahwa petani 

memilih menjual hasil kopi mereka melalui jasa perantara 

karena terbatasnya kemampuan para petani untuk menjual 

secara langsung hasil kopi yang mereka peroleh kepasaran. 

Sedangkan banyak kebutuhan mendesak dan segera harus 

terpenuhi dan belum adanya pembeli hasil pertanian 
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berjumlah besar yang datang ke Desa Tanjung Aur karena 

sulitnya akses jalan yang harus dilalui. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan perantara jual 

beli kopi dapat penulis simpulkan bahwa tidak adanya 

kesepakatan harga antara perantara jual beli kopi dan petani 

kopi karena harga kopi yang tidak begitu stabil, bisa naik 

turun tergantung harga dipasaran. Alasan pemotongan berat 

timbangan pada saat dilakukan penimbangan kopi adalah 

untuk menghindari resiko penyusutan. Kemudian 

ketidaksesuaian harga yang diberikan oleh perantara jual 

beli kopi dengan harga pasaran yaitu karena alasan sulitnya 

akses jalan yang dilalui perantara ketika melakukan 

penjualan. 

B. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik 

Jasa Perantara Jual Beli Kopi Di Desa Tanjung Aur 

Kecamatan Maje Kabupaten Kaur  

 

Dalam Istilah Hukum Islam, istilah perantara dikenal 

dengan simsar yaitu orang yang menjadi penghubung atau 

perantara yang memperlancar proses terjadinya jual-beli 
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antara pihak penjual dengan pihak pembeli. Dalam Hukum 

Islam, mengenai perantara jual beli diperbolehkan. 

Jasa perantara dalam jual beli sangat berperan penting 

dalam menghubungkan penjual dan pembeli untuk 

kemudian melakukan transaksi jual beli. Islam 

mensyariatkan jual beli dengan wakil dalam hal ini 

perantara yang akan melakukan penjualan karena manusia 

membutuhkannya. Tidak semua manusia dapat 

melakukannya secara pribadi. 

Praktik jasa perantara atau Samsarah di Desa Tanjung 

Aur ini terjadi dalam jual beli kopi. Masing-masing 

memiliki peran yang berbeda, sebagaimana petani kopi 

yaitu sebagai penyedia barang yaitu kopi dan perantara 

penjualan yang berperan untuk memasarkan hasil kopi yang 

diperoleh petani. Praktik perantara atau Samsarah tersebut 

diperbolehkan asalkan memenuhi rukun dan syaratnya, 

yaitu: 

1. Al-Muta‟aqidin (perantara atau simsar dan pemilik 

harta).  
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Untuk melakukan hubungan kerja sama ini, 

maka harus ada perantara (simsar) dan pemilik harta 

(partner) supaya kerja sama tersebut berjalan. 

Seorang perantara atau simsar harus bersikap jujur, 

ikhlas, terbuka dan tidak melakukan penipuan dan 

bisnis yang haram dan yang subhat. Dia juga berhak 

menerima imbalan setelah berhasil memenuhi 

akadnya, sedangkan pihak yang menggunakan jasa 

perantara atau simsar harus segera memberikan 

imbalannya. 

Sesuai dengan penjelasan diatas, menurut 

penulis untuk simsar disini adalah perantara yang 

melakukan penjualan kopi dari petani, dan pemilik 

hartanya adalah petani pemilik kopi. Praktik perantara 

atau simsar yang penulis teliti belum sesuai dengan 

rukun Al-Muta‟aqidin yaitu yang jujur, ikhlas, 

terbuka dan tidak melakukan penipuan dan bisnis 

yang haram dan yang subhat. Karena dalam 

praktiknya tidak adanya keterbukaan perantara 
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penjualan kepada petani pemilik kopi mengenai harga 

penjualan kopi dipasaran. Perantara memanfaatkan 

ketidaktahuan petani akan harga kopi dipasaran untuk 

mendapatkan keuntungan.  

Petani membayar jasa pengangkutan kopi untuk 

dijual kepada perantara sebesar Rp. 1.000.00 

perkilogram.  

2. Mahal al-Ta‟aqud (objek transaksi dan kompensasi).  

Jenis transaksi yang dilakukan harus diketahui 

dan bukan barang yang mengandung maksiat dan 

haram, dan juga nilai kompensasi (upah) harus 

diketahui terlebih dahulu supaya tidak terjadi salah 

paham. 

Sesuai dengan penjelasan diatas, menurut 

peneliti sudah sesuai dengan rukun Mahal al-

Ta‟aqud. Objek transaksi bukan barang yang 

mengandung unsur maksiat dan haram. Dan perantara 

menerima Rp. 1.000.00 sebagai imbalan jasa 

pengangkutan kopi untuk dijual kepada pembeli. 
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3. Shigat.  

Sighat adalah lafadz atau sesuatu yang 

menunjukkan keridhoan atas transaksi pemakelaran 

atau perantaraan tersebut. Supaya kerja sama tersebut 

sah maka, kedua belah pihak tersebut harus membuat 

sebuah akad kerja sama (perjanjian) yang memuat 

hak-hak dan kewajiban kedua belah pihak.  

Akad transaksi yang terjadi antara pihak petani 

kopi dan perantara jual beli kopi yang terjadi di Desa 

Tanjung Aur belum sesuai. Karena tidak adanya 

kesepakatan tertentu antara petani kopi dan perantara 

jual beli kopi. Tidak adanya kejelasan kapan petani 

dapat menerima hasil penjualan dari kopi mereka, 

karena perantara akan membayar kepada petani 

setelah kopi terjual. Padahal petani mempunyai 

harapan, setelah panen tiba mereka bisa langsung 

merasakan hasilnya.  

Meskipun demikian, perantara tetap dibutuhkan 

masyarakat petani di Desa Tanjung Aur karena secara 
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umum menurut pengamatan penulis, petani terdesak 

untuk menjual hasil pertanian tanpa memperhatikan 

kesesuaian harga yang ditawarkan oleh pedagang 

perantara. Hal ini disebabkan karena jumlah 

kebutuhan yang mendesak atau banyak dan harus 

segera dipenuhi, sedangkan tidak ada pedagang besar 

atau penampung atau pembeli hasil pertanian 

berjumlah besar yang datang ke Desa Tanjung Aur. 

Untuk sahnya praktik jasa perantara ini ada 

beberapa syarat yang harus terpenuhi, yaitu: 

1. Persetujuan kedua belah pihak    

Dalam hal ini, petani tidak mempunyai 

pilihan lain untuk menjualkan hasil kopi mereka 

selain melalui perantara jual beli. Karena 

terbatasnya kemampuan petani untuk menjual 

hasil kopi mereka secara langsung. Salah satu 

alasannya tidak memiliki kendaraan untuk 

mengangkut hasil kopi, sedangkan petani 

mempunyai kebutuhan yang harus segera 
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dipenuhi. Kemudian sulitnya akses jalan yang 

harus dilalui, hal inilah yang menjadi hambatan 

pedagang besar atau pembeli hasil pertanian 

berjumlah besar sehingga tidak dapat masuk ke 

Desa Tanjung Aur.  

Ketidakberdayaan petani inilah yang 

menjadi kesempatan perantara jual beli untuk 

mendapatkan keuntungan. Kehadiran pedagang 

besar tentunya sangat diharapkan petani. 

Karena dengan menjual langsung hasil 

pertanian dengan pedagang besar tentunya 

petani akan mendapatkan keuntungan, dan 

kesesuaian harga yang diperoleh lebih besar 

dibanding menjual kepedagang perantara. Hal 

ini tentunya dipengaruhi oleh harga yang 

ditawarkan pedagang besar lebih tinggi 

dibanding dengan harga yang ditawarkan 

perantara. 
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Padahal sebagai umat manusia Islam 

melarang untuk saling merugikan antarapihak 

satu dengan yang lain. Seperti yang dijelaskan 

dalam ayat Al-Qur‟an sebagai berikut: 

                

          
 

Artinya :  

“Dan janganlah kamu merugikan manusia 

pada hak-haknya dan janganlah kamu 

merajalela di muka bumi dengan membuat 

kerusakan.” (Qs. As-Syu‟ara ayat 183). 

Berdasarkan ayat diatas, sebagai umat 

islam manusia dilarang untuk saling merugikan 

pihak lain. 

2. Obyek akad bisa diketahui manfaatnya secara 

nyata dan dapat diserahkan 

Akad samsarah memiliki manfaat baik 

untuk perantara jual beli (simsar) dan petani 

kopi (partner). Dimana petani kopi memberikan 

lapangan pekerjaan kepada perantara jual beli. 
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Dan perantara jual beli bermanfaat bagi petani 

dengan menjualkan hasil kopi yang mereka 

peroleh. 

3. Obyek akad bukan hal-hal maksiat atau haram 

Samsarah harus bersikap jujur, ikhlas, 

terbuka dan tidak melakukan penipuan. Seperti 

yang telah dijelaskan diatas dalam praktik jasa 

perantara ini adanya unsur keterpaksaan dari 

para petani untuk menjual hasil kopi mereka 

melalui jasa perantara. Karena belum adanya 

pedagang besar yang datang ke Desa Tanjung 

Aur, yang tentunya dapat memberikan 

keuntungan dan kesesuaian harga yang yang 

lebih besar dibanding menjual melalui 

perantara. 

Dalam praktik jasa perantara jual beli 

kopi di Desa Tanjung Aur, rukun dan syaratnya 

belum terpenuhi. Dimana adanya unsur 

keterpaksaan petani kopi untuk menjual hasil 
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kopi mereka melalui perantara, karena belum 

adanya pedagang besar yang datang ke Desa 

Tanjung Aur. Sehingga petani tidak memiliki 

pilihan lain untuk menjual hasil kopi mereka 

selain melalui prantara jual beli. Petani terdesak 

untuk menjual hasil pertanian tanpa 

memperhatikan kesesuaian harga yang 

ditawarkan oleh perantara jual beli. Hal ini 

disebabkan karena jumlah kebutuhan yang 

mendesak atau banyak dan harus segera 

dipenuhi.  

Prilaku perantara yang memanfaatkan 

ketidakberdayaan petani kopi ini tentunya tidak 

diperbolehkan dalam islam. Belum lagi 

ditambah dengan pengurangan timbangan yang 

dilakukan perantara dengan alasan untuk 

menghindari resiko penyusutan. Dimana jika 

berdasarkan pada konsep samsarah dalam 

ekonomi islam, resiko penyusutan tidak 
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dibebankan kepada perantara. Karena perantara 

hanya diberikan amanah untuk menjualkan hasil 

kopi yang diperoleh petani dengan mengambil 

upah tanpa menanggung resiko.  

Praktik jasa perantara jual beli kopi yang 

terjadi di Desa Tanjung Aur tidak 

diperbolehkan, sesuai dengan kaidah fiqih yang 

berbunyi: 

رَريُُ زَالُ   الضَّ
Artinya:  

“Kemudharatan hendaklah dihilangkan” 

 

Kaidah ini sangat berperan dalam pembinaan 

hukum Islam, terutama untuk menghindari 

berbagai kemudharatan dalam kehidupan 

masyarakat. Salah satunya, hukum Islam 

mengajarkan perwalian atau perwakilan untuk 

membantu orang yang tidak cakap dalam suatu 

urusan. Tujuan syariah adalah untuk meraih 

kemaslahatan dan menolak kemafsadatan. 
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Kaidah tersebut di atas bertujuan untuk 

merealisasikan maqashid alsyari‟ah dengan 

menolak yang mafsadah, dengan cara 

menghilangkan kemudharatan atau setidaknya 

meringankannya. Sehingga suatu perbuatan 

yang dapat mendatangkan kemudharatan atau 

kerugian antara satu pihak dengan yang lain 

tidak diperbolehkan. 

Maka dari itu penulis menyimpulkan 

bahwa Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah 

terhadap praktik jasa perantara jual beli kopi di 

Desa Tanjung Aur hukumnya haram atau tidak 

diperbolehkan. Karena  Islam melarang untuk 

saling merugikan antara pihak satu dengan yang 

lain. Seperti yang dijelaskan dalam ayat Al-

Qur‟an sebagai berikut: 
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Artinya :  

“Dan janganlah kamu merugikan manusia 

pada hak-haknya dan janganlah kamu 

merajalela di muka bumi dengan membuat 

kerusakan.” (Qs. As-Syu‟ara ayat 183). 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan pembahasan setelah mengadakan 

penelitian dan penelaahan secara komprehensif terhadap 

penelitian penulis yang berjudul Tinjauan Hukum 

Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Jasa Perantara 

Jual Beli Kopi Di Desa Tanjung Aur Kecamatan Maje 

Kabupaten Kaur, penulis dapat menyimpulkan hasil 

penelitian sebagai berikut: 

1. Praktik jasa perantara jual beli kopi di Desa Tanjung 

Aur dilakukan antara petani kopi dan perantara jual 

beli. Petani memberikan kuasa kepada perantara 

untuk menjualkan hasil kopi yang mereka peroleh 

kepada pedagang besar atau pembeli hasil pertanian 

berjumlah besar. Setelah kopi terjual baru kemudian 

petani akan menerima hasil penjualan yang diberikan 

perantara.  
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2. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik 

jasa perantara jual beli kopi di Desa Tanjung Aur 

hukumnya Haram atau tidak diperbolehkan. 

Sebagaimana yang ditegaskan dalam Al-Qur‟an As-

Syu‟ara ayat 183 yang artinya Dan janganlah kamu 

merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah 

kamu merajalela di muka bumi dengan membuat 

kerusakan, dan sesuai dengan kaidah fiqih yaitu 

kemudharatan hendaklah dihilangkan. Sehingga suatu 

perbuatan yang dapat mendatangkan kemudharatan 

atau kerugian antara satu pihak dengan yang lain 

tidak diperbolehkan.  

B. Saran 

Setelah memperoleh hasil penelitian yang penulis 

lakukan, penulis memberikan saran sebagai berikut: 

1. Untuk perantara jual beli atau simsar agar selalu 

menjalankan amanah dengan penuh rasa jujur, 

tanggung jawab, dan tidak melakukan penipuan yang 

dapat merugikan orang lain. 
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2. Untuk petani kopi diharapkan dapat lebih memahami 

tentang jual beli melalui jasa perantara yang baik 

sehingga dapat menghindari dari unsur penipuan 

ataupun kecurangan yang dilakukan perantara jual 

beli sehingga tidak dirugikan. 

3. Kemudian diharapkan peranan Pemerintah terkait 

khususnya Pemerintah Desa Tanjung Aur Kecamatan 

Maje Kabupaten Kaur, untuk melakukan pengawasan 

terhadap berbagai bentuk sistem jual beli agar 

melindungi masyarakatnya dari berbagai unsur yang 

dapat merugikan. Disamping itu pemerintah juga 

perlu mengadakan berbagai macam penyuluhan 

khususnya tentang pertanian untuk meningatkan 

pemahaman masyarakat petani di Desa Tanjung Aur. 

Tentunya dengan diadakannya penyuluhan 

masyarakat petani kopi dapat lebih meningkatkan 

kualitas dan kuantitas hasil pertanian. Dan akan 

memberikan dampak positif bagi kemajuan 
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masyarakat petani dan untuk kemajuan Desa Tanjung 

Aur khususnya. 
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